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Tinjauan Literatur: Pertumbuhan Ekonomi, Konsep Konvergensi dan

Transfer Antar Level Pemerintahan dalam Paradigma Regional

[1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Konsep Konvergensi
I1.1.1 Pandangan Kronologis Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Beberapa ekonom klasik seperti Adam Smith, iddRicardo hingga kemudian
Frank Ramsey dan Allyn Young menghasilkan karyaskarang kini dikenal sebagai
dasar dalam pembentukan teori pertumbuhan ekonowmidem. Ide-ide mereka
diantaranya mengenai pendekatan dasar terlaitpetitive behaviour dan
keseimbangan dinami)e rule of diminishing returdan kaitannya dengan akumulasi
modal kapital dan modal manusia serta interdepesidertara pendapatan perkapita
dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ééeknological progresdalam peningkatan
spesialisasi tenaga kerja dan metode dalam bergsodertathe role of monopoly
power sebagai insentif untuk peningkatan teknologi ydil@itkan dengamesearch
and development.

Penelitian ini berusaha melihat kebenaranalamstensi dari beberapa konsep dan
teori yang dibangun oleh ekonom-ekonom klasik demaygregate capital stocks,
aggregate production functigrserta fungsi utilitas yang merepresentasikan lowes
(yang diasumsikan memiliki kebutuhan yang tak terda Dan secara kronologis,
perkembangan teori pertumbuhan ekonomi modern adfjpéiskan sebagai berikut :

1. Ramsey (1928)

Starting pointdari teori pertumbuhan ekonomi berawal dari attikiasik yang
dipublikasikan oleh Ramsey pada 1928. Sebuah kgaymy lebih maju beberapa
dekade dari pemikiran umum pada jamannyeeatmentyang dilakukan Ramsey
terhadaphousehold optimizatioberkontribusi besar untuk memudahkan pemahaman
kita mengenai teori konsumssset pricing atau bahkan teori siklus bisnis. Terkait
dengan kontribusinya yang demikian besar, dewasafungsi utilitas Ramsey
digunakan sama luasnya dengan penggunaan furogkiksi Cobb-Douglas.

2. Harrod-Domar

Diantara Ramsey dan akhir tahun 1950-an, Hai®39) dan Domar (1946)

berusaha untuk menggabungkan analisis Keynesiagademlemen pertumbuhan

ekonomi. Mereka menggunakan fungsi produksi denggudlikit sifat substitusi di
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antara input untuk mendesak bahwa sistem kapgatiaranherentadalah tidak stabil.
Karya mereka tersebut dipublikasikan tak lama sdgiresi besar melanda Amerika,
dan pada saat itu, argumen mereka diterima secgtmsoleh banyak ekonom.

3. Solow- Swan (1956)

Kontribusi penting selanjutnya adalah karyagydihasilkan oleh Solow (1956) dan
Swan (1956). Aspek utama dari karya mereka adatatiuk neoklasik dari fungsi
produksi yang mengasumsikan bahwa terjaminstant return to scalediminishing
return untuk setiap input serta elastisitas dari sulstintar input yang positif dan
smooth Fungsi produksi tersebut lalu dikombinasikan @rgpnstant saving rate rule
untuk menghasilkan sebuah ekstrim dari model kds@igan umum yang sederhana.
Sebuah prediksi yang dihasilkan oleh model ini @dabnditional convergenge/ang
baru dieksploitasi secara serius pada beberapaiviatdkhir . Perekonomian dengan
income per capitaterendah, cenderung memilikiate of return dan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Konvergebsisifat kondisional karena
steady-state leveldari modal dan output per pekerja dipengaruhi ¢ledrdasarkan
model Solow-Swan) tingkat tabungan, tingkat pertuh@m penduduk, dan posisi dari
fungsi produksi. Studi empiris terbaru mengindikasi bahwa kita harus menyertakan
sumber-sumber tambahan dari variasi lintas negéeeytama perbedaan yang
ditimbulkan dari variasi kebijakan pemerintah dewel awal dari kondisi sumber daya
manusia. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kors@plitional convergenceemiliki
kekuatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjalaglertumbuhan ekonomi lintas
negara damegion.

Prediksi lain yang dihasilkan oleh model Solow-Sveatalah bahwa absensi dari
peningkatan teknologi yang berkelanjutan akan mealykan pertumbuhan ekonomi
per kapita pada akhirnya berhenti. Prediksi tersgang terdengar mirip dengan apa
yang dikhawatirkan oleh Malthus dan Ricardo berdsail asumsdiminishing returns
to capital. Namun kondisi dan observasi kekinian justru mesikat hal yang
sebaliknya, bahwa terjadi tingkat pertumbuhan ekun@ng positif yang nampaknya
akan terus bertahan dan tidak ditemukan kecendarmuygng menjelaskan bahwa
tingkat pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik pada akhirab®50 dan 1960 mengakui
kelemahan model ini dan biasanya menambalnya demgamgasumsikan bahwa
technological progressterjadi secara eksogen. Strategi tersebut akhirbisa

‘mendamaikan’ teori dengan realita yang terjadihirsgga dapat diterima jika
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dinyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan per kgpitg konstan dalam jangka
panjang, akan menahamwnditional convergence Namun tetap saja model tersebut
memiliki kekurangan yang sangat jelas, bahwa pdstiran pendapatan per kapita
secara signifikan dipengaruhi oleh sebuah elemeag &rada di luar modethe rate

of technological progregs

4. Cass-Koopmans

Cass (1965) dan Koopmans (1956) membawa analisis&amengenaionsumer
optimization kembali ke model pertumbuhan neoklasik dan dengamikian
menyediakan determinasi yang bersifat endogen us&wkng rate Penambahan ini
diijinkan untuk dinamika transisional yang lebihykatetapi cenderung ‘melindungi’
hipotesisconditional convergenceDi sisi lain, tabungan yang bersifat endogenktida
menyebabkan terhapusnya ketergantungan pertumbekanomi jangka panjang
terhadapechnological progressebagai variabel eksogen.

Keseimbangan versi Cass-Koopmans dapat didukurly ddésentralisasi, sebuah
kerangka kompetitif yang menjadikan faktor produleor, serta modal dibayar pada
marjinal produknya. Seluruh pendapatan kemudiam akanghabiskan total produk
karena asumsi menyatakan bahwa fungsi produksi lyarigku bersifatonstant return
to scale dengaroutcomeyang berada pada kondisi Pareto optimal.

Pencantuman teotechnological changelalam kerangka neoklasik dinilai sulit,
karena asumsi standar mengenai kompetisi tidak digma. Kemajuan teknologi
diantaranya adalah kreasi ide baru, yang secarsiapdersifatnonrival sehingga
memiliki aspek barang publik. Untulgiven technology sangat rasional untuk
mengasumsikarconstant return to scalegdengan kata lain, tingkat teknologi atau
pengetahuan tertentu (yang tidak berkembang) mandmgaimana cara berproduksi
misalnya, akan sangat mudah ditiru oleh pihak d&ngan menyediakan jumlah tenaga
kerja, modal dan tanah yang sama. Namun sebalikeftarn to scaleakan meningkat
jika ide nonrival termasuk dalam faktor produkdReturn to scaleyang meningkat
‘berselisih’ dengaperfect competition
5. Arrow-Sheshinki

Arrow (1962) dan Sheshinki (1967) membangun moskighuah mekanisme yang
dijelaskan sebagaearning by doing modeDalam model ini dijelaskna bahwa setiap
penemuan individu dengan segera menyebar ke peyekan secara menyeluruh,
sebuah proses difusi instan yang secara teknis kirigrjadi karena pengetahuan

bersifat nonrival. Romer (1986) menunjukkan kemudian bahwa kerangkapletisi
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dapat ditahan dalam kasus ini untuk menentukanasetingkat keseimbangan dari
kemajuan teknologi, tetapi hasil pertumbuhan ekdraapat berada dalam posisi yang
bukan Pareto optimal. Secara umum, kerangka kotiipé#irpatahkan jika penemuan
dipengaruhi oleh tujuan R&D dan jika inovasi indivihanya tersebar secara bertahap
ke produsen yang lain. Dalametting yang realistis ini, teori desentralisasi dari
technological progressnemaksa terjadinya perubahan dasar dalam tedtinpleuhan
neoklasik untuk memasukkan analigigperfect competitiarPenambahan teori ini tidak
dihasilkan sampai Romer mempublikasikan karyanymd®87 dan 1990.

Karya Cass dan Koopmans melengkapi dasar dari Inpmteumbuhan ekonomi
neoklasik. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonorenjadi terlalu teknis dan secara
perlahan tapi pasti kehilangan koneksi dengan agligmpiris. Secara kontras, ekonom
negara-negara maju, yang memberikan saran untulkar@ggara yang 'sakit’, bertahan
untuk sebuah perspektif yang aplikatif dan cendgmumiuk menggunakan model yang
secara teknis tidak luar bisa namun secara engangat berguna. Selanjutnya lahan
ekonomi pembangunan dan pertumbuhan mulai terpcam,kedua bahasan hampir
secara utuh terasing satu sama lain.

Akibat kurangnya relevansi dengan dunia emmpieori pertumbuhan tenggelam dari
lahan penelitian pada awal dekade 1970, saat revaltional expectatiordan gejolak
minyak terjadi. Dalam kurun waktu sekitar 15 tahurpenelitian makroekonomi
memfokuskan diri pada fluktuasi jangka pendek. Kbosi utama termasuk
didalamnya adalah penyertagational expectationdalam model siklus bisnis, yang
diperbaiki dengan pendekatan evaluasi kebijakan ajdikasi metode keseimbangan
umum untuk teori siklus bisnis.

6. Romer-Lucas

Setelah pertengahan dekade 1980, peneligamadap pertumbuhan ekonomi
menjadi marak, diawali oleh Romer (1986) dan Lu¢BE388). Motivasi penelitian
tersebut adalah pengamatan mengenai faktor yangntwé@n pertumbuhan ekonomi
jangka panjang sebagai isu yang sangat pentindy pEmting dari mekanisme siklus
bisnis atau efelcountercyclicaldari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi
pengakuan terhadap signifikansi dari pertumbuhagka panjang hanyalah merupakan
langkah awal, untuk selanjutnya melepaskan diri daninggalan teori pertumbuhan
neoklasik terkait pertumbuhan ekonomi jangka pamjgang ‘dihantui’ oleh tingkat
kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Sehinggatribusi terkini menetapkan
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tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terdaam model, dari sinilah cikal
bakal lahirnyaendogenous growth models.

Gelombang awal dari penelitian baru karya Romer8§)9 Lucas (1988) dan
Rebelo (1991) dibangun sebagai kelanjutan darigk&nyow (1962), Sheshinki (1967)
dan Uzawa (1965) dan tidak memperkenalkan temihnological changelalam arti
yang sebenarnya. Pada model ini, pertumbuhan ekotidak dapat berjalan secara
pasti karena tingkat pengembalian investasi selcas dari barang modal (termasuk
modal manusia) tidak berkurang seperti halnya pebeengan ekonomi. Penyebaran
pengetahuan diantara produsen dan manfaat ekstiarnainodal manusia merupakan
bagian dari proses ini tetapi hanya karena merekmlmantu untuk menghindari
kecenderungan terjadingi@minishing returndari akumulasi modal.

Masuknya teori R&D dan kompetisi yangnperfect ke dalam kerangka
pertumbuhan ekonomi dimulai oleh Romer (1987, 1920) kontribusi yang signifikan
dari Aghion dan Howitt (1992) serta Grossman darpian (1991). Pada model
tersebut, kemajuan teknologi dihasilkan oleh tujyamg ingin dicapai oleh R&D
dengan berbagai aktivitasnya. Dan aktivitas ters&bliargai’ oleh pihak tertentu dari
monopoly poweryang dimiliki. Jika di sana tidak ada kecenderumgarekonomian
untuk keluar dari ide tersebut, tingkat pertumbuki&onomi akan tetap positif dalam
jangka panjang. Tingkat pertumbuhan akan berada addisi yang bukan Pareto
optimal karena distorsi yang terkait dengan kregasduk baru dan pengetahuan baru
dalam metode produksi. Dalam kerangka ini, tingkattumbuhan jangka panjang
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kaya dengan pajak, pemeliharaan
hukum dan perundang-undangan, penyediaan infrastyuperlindungan kekayaan
intelektual, serta terkait regulasi perdagangaernasional, pasar keuangan dan aspek
penting lainnya dalam perekonomian. Sehingga penagrimemiliki peran yang sangat
penting untuk dapat memperbaiki atau merusak tingkgumbuhan ekonomi jangka
panjang.

Penelitian terbaru juga menyertakan model difusndogi. Di satu sisi, analisis
yang membahas efek penemuan terhadap tingkat kamapeknologi pada
perekonomian yang memimpin, di sisi lain studi aegt penyebaran berhubungan
dengan cara bagaimana perekonomian yang mengekluagbenelalui proses imitasi
dalam kemajuan tersebut.

Kunci parameter eksogen lainnya dari model perturabuekonomi neoklasik
adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Perekonomergah tingkat pertumbuhan
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penduduk yang lebih tinggi, akan tumbuh lebih réndari kondisisteady state of
capital and outpuper tenaga kerja, dan dengan demikian cenderutuk mmengalami
penurunan pertumbuhan ekonomi per kapita. Model gyastandar tersebut,
bagaimanapun mempertimbangkan pengaruh pendapetakapita dan tingkat upah
terhadap pertumbuhan penduduk, serta tidak memghgumber daya yang digunakan
untuk merawat anak-anak. Hal lain yang dapat dibawahi dari penelitian terkini
adalah pertumbuhan penduduk bersifat eksogen demgayertakan analisis pilihan
fertilitas ke dalam model neoklasik. Hasilnya textay konsisten, contohnya adalah
dengan keteraturan empiris didapatkan tingkatlitegi yang cenderung turun (jatuh)
dengan pendapatan per kapita selama kurun waktgaf@nan tetapi bisa saja
meningkat dengan pendapatan per kapita untuk negaliag miskin. Tambahan
‘masalah’ terkait sifat endogen daupply tenaga kerja dalam konteks pertumbuhan
ekonomi terfokus pada isu migrasi dan pilihan tekeyga (untuk bekerja atau istirahat).
Kejelasan yang paling nyata antara teori pertumib@k@nomi pada kurun waktu 1960
dengan 1990 adalah bahwa penelitian terkini mehgarakita pada perhatian penuh
terkait implikasi empiris dan relasi antara te@ndlata. Bagaimanapun juga, mayoritas
dari itu semua menggunakan pandangan termasukaapliari hipotesis empiris dari
teori yang lebih lampau, secara menarik dikhusukah prediksi model pertumbuhan
neoklasik yang disebutonditional convergenceDan regresi lintas negara yang
dimotivasi oleh model neoklasik menjadi semacanlepgkapan tetap dari riset yang
dilakukan pada dekade 1990. Sebuah pengembangariknéalam ranah ini, termasuk

perkiraan kekuatan dari estimasi jenis ini.

[1.1.2 Model Pertumbuhan Solow-Swan
[1.1.2.1 Struktur Dasar

Sebuah pertanyaan besar yang ingin dijawai migdel ini adalah apakah mungkin
sebuah perekonomian menikmati tingkat pertumbulkanami yang positif selamanya
melalui tingkat tabungan dan investasi yang sederhaBeberapa observasi
memberikan gambaran kepada kita bahwa tingkat mpédbhan ekonomi memiliki
korelasi yang positif dengan tingkat investasi.

Mayoritas model pertumbuhan ekonomi yang didiskasikdalam kerangka
neoklasik memiliki dasar dan struktur yang sameaamakaitannya dengan kondisi
keseimbangan umum. Pertama, rumah tangga adalak pdng memiliki input dan

aset dari perekonomian, termasuk sebagai pemilik diaperusahaan, dan dapat
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memilih bentuk yang mereka inginkan dalam berkorsuwhan berinvestasi dari total
pendapatan yang mereka miliki.. Setiap rumah tamgggm menentukan berapa banyak
anak yang mereka inginkan, apakah mereka ingin adebggian dari tenaga kerja di
pasar kerja atau tidak, serta berapa waktu yang mgreka alokasikan untuk bekerja
dan beristirahat. Yang kedua, perusahaan menyema, iseperti modal dan tenaga
kerja, dan menggunakan keduanya untuk memprodakany dan atau jasa yang dapat
mereka jual ke pihak rumah tangga atau perusalaaamnyh. Perusahaan memiliki akses
teknologi yang membuat mereka dapat mentransformpst menjadi output. Yang
ketiga, eksistensi pasar yang memungkinkan perasaimenjual barang dan atau jasa
yang mereka hasilkan kepada rumah tangga atau gberas lainnya. Di sisi lain,
eksistensi pasar memungkinkan pihak rumah tanggguadenput yang mereka miliki
kepada perusahaan untuk mendapatkan balas jasahJo@anang dan jasa yang diminta
dan yang ditawarkan ditentukan oleh harga relatifia input dengan barang dan jasa
yang dihasilkan melalui proses produksi.

Meskipun struktur umum tersebut diaplikasikan padaayoritas model
pertumbuhan, terdengar sangat menyenangkan jika rkiémulai analisis dengan
menggunakan simplifikasi yang tidak menyertakanapatan perusahaan. Kita dapat
mencoba sebuah unit gabungan, yang memiliki inelalggus mengatur teknologi
sehingga dapat mentransformasi input menjadi outRe&litanya, proses produksi
menggunakan input yang beragam dalam menghasi{auiah produk. Secara ringkas
dapat disimpulkan sebagai modal K(t), tenaga kefija serta pengetahuan teknologi

T(t). Sehingga fungsi produksi dapat dinyatakaragabberikut

Y(t) = F [K(t), L(t), T(t)] (2.1)

Dimana Y(t) adalah jumlah output yang diproduksigaaat t.

Modal, K(t) merepresentasikan input fisik yang daghhitung, seperti mesin dan
gedung. Modal tersebut didapat dari produksi di ani@u dengan fungsi produksi
seperti bentuk persamaan (2.1). Catatan penting yemus diingat adalah asumsi
bahwa input tersebut tidak dapat digunakan oletyddaprodusen dalam waktu yang
bersamaan, karakteristik yang dewasa ini dikenalaga rivalry. Sebuah entitas
dikatakan bersifatival jika entitas tersebut tidak dapat digunakan sep@mssaloleh
pengguna yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
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Input kedua dari fungsi produksi adalah tenagaakek|t), sebuah input yang
merepresentasikan dan berhubungan erat denganmiasikisia. Input tersebut termasuk
di dalamnya jumlah tenaga kerja, jumlah waktu ydrgunakan untuk bekerja terkait
dengan kekuatan fisik, kondisi kesehatan, dan skitlg dimiliki oleh para pekerja.
Tenaga kerja juga bersifaival, karena seorang pekerja tidak dapat bekerja dalam
sebuah produktivitas tanpa mengurangi waktunyakuattivitas yang lain.

Input yang ketiga adalah pengetahuan atau teknol¢gi Pekerja dan mesin tidak
dapat menghasilkan apapun tanpa sebuah formulabitaprint yang menjelaskan
bagaimana seharusnya mereka berperan utnuk melkghasutput yang diinginkan.
Cetak biru seperti ini dapat disebut sebagai pahgein atau teknologi. Teknologi
dapat berkembang sepanjang waktu, kita dapat matgabahwa jumlah pekerja dan
modal yang sama pada tahun 2000 akan menghasiligoutoyang lebih banyak
daripada yang dihasilkan oleh perekonomian padantd!®900 karena teknologi tahun
2000 lebih superior dari tahun 1900. Selain itkntdogi juga sangat bervariasi antara
negara yang satu dengan negara yang lain. Sebag@h¢ jumlah modal dan tenaga
kerja yang sama di Jepang akan menghasilkan oyamg lebih banyak dari yang
dihasilkan oleh Vietnam, karena penggunaaan teigndlicJepang lebih maju daripada
di Vietnam.

Di sisi lain, dapat kita nyatakan dengan jelas mbalah satu karakteristik penting
yang dimiliki oleh teknologi ialah sifahonrival. Dua atau lebih produsen dapat
menggunakan teknologi yang sama dalam waktu yangpim@an pula. Dengan kata
lain, dua produsen yang berbeda bisa saja menggangaklah modal dan tenaga kerja
yang berbeda , namun menggunakan formula yang satuk mencapai sejumlah input
yang sama besarnya. Karakteristik ini memberikaplikasi tersendiri yang penting
dalam kaitan dan interaksi antara teknologi dermatumbuhan ekonomi.

Model ini mengasumsikan teknologi produksi satut@ekyang menempatkan
output sebagai barang homogen yang bisa dikonsud(®i, atau diinvestasikan, I(t).
Investasi digunakan untuk menciptakan unit baru radal fisik, K(t), atau mengganti
yang lama yang telah terdepresiasi seiring bempgla waktu. Analogi yang dapat
digunakan ialah peternakan hewan yang memungkinkang pemilik untuk
mengkonsumsi ternak yang ia miliki atau menggunieknak tersebut sebagai input

untuk menghasilkan ternak yang lebih banyak.
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Pada bagian ini diasumsikan bahwa perekonomiarfdteiertutup, dan pemerintah
tidak melakukan pembelian terhadap barang dan [gelam kondisi demikian, seluruh
output tercurah untuk kosumsi dan atau investaakavi
Y() =C(1) +1()

S(t) =Y(t) - C(t)
S(t) = C(t) + I(t) — C(1)

Sehingga
S(t) = I(t)

Jika s{) merupakan bagian dari output yang dijadikan sab@atpungan (dengan kata
lain saving rate tingkat tabungan), maka 1Js(adalah bagian dari output yang
dikonsumsi. Rumah tangga yang rasional akan mekamsaving ratemereka dengan
membandingkan manfaat dan biaya yang didapatkankdgratan konsumsi saat ini
dengan konsumsi yang dilakukan di masa depan. Retimgan tersebut menyertakan
parameter preferensi dan variabel yang menjelak&adisi dari sebuah perekonomian,
seperti tingkat kesejahteraan dan tingkat suku duRgda bagian ini juga diasumsikan
bahwa s{ bersifat eksogen dan tertentu. Fungsi yang pakeglerhana yang
dikemukakan oleh Solow (1956) dan Swan (1956) &dlktnstan. Asumstonstant-
saving-rate menyatakan bahwaaving ratesama besarnya dengamvestment rate
sehingga S(t) = I(t). dengan kata lain, tingkatutagan dalam perekonomian tertutup
merepresentasikan bagian dari GDP yang dicurahiiuk ikkegiatan investasi.

Asumsi lain yang menyatakan bahwa modal bersifabdgen dan terdepresiasi
dengan tingkat yang konstar> 0. Sehingga di setiap titik waktu, bagian tettedari
stok modal akan ‘menguap’ dan akhirnya tidak lagpat digunakan untuk proses
produksi. Sebelum ‘penguapan’ terjadi, semua uoitlah diasumsikan produktif dalam
tingkat yang sama, secara optimis dinyatakan sepertama kali mereka dibuat atau
dihasilkan oleh proses produksi sebelumnya.

Maka peningkatan bersih dari stok barang modalnddlak waktu tertentu akan

sama dengan investasi yang dikurangi dengan tirdgqaesiasi.

K (t) = 1(t) — 5K(t) = s+ F[K(t), L(t), T(t) —oK(t)] (2.2)
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Dimana titik pada beberapa variabel, seperti pé(c(a), menjelaskan perbedaan yang

dipengaruhi Waktuk (t) = oK(t) / ot dan s bernilai antara 0 sampai 1. Persamaah (2.2
menjelaskan perubahan K untuk tingkat teknologi diamlah tenaga kerja yang
konstan.

Input tenaga kerja, L, bervariasi sepanjang waldretka pengaruh pertumbuhan
penduduk, perubahan tingkat partisipasi, pergesguamah waktu bekerja, dan
peningkatarskill serta kualitas tenaga kerja. Pada bagian ini, peményederhanakan
masalah dengan menggunakan asumsi bahwa setiapglintekerja dalam waktu dan
dengarskill yang sama.

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan penduduk mencekan karakteristik dan

perilaku dari fertilitas, kematian, dan migrasi.ufssi yang digunakan adalah bahwa

penduduk tumbuh dengan konstan, tingkat yang Iadareltsogenll/L = n2> 0, tanpa
menggunakan sumber daya yang lain. Jika jumlahcudddinormalisasi pada waktu O
sampai 1 dan intensitas bekerja setiap individa gpesar 1, maka tingkat tenaga kerja

pada waktu t akan sama dengan:
L(t) = e™ (2.3)

Untuk menitikberatkan pada akumulasi modal, diaskansterlebih dahulu bahwa
tingkat teknologi , T(t) adalah konstan. Jika ltélah ditentukan dalam persamaan (2.3)
dan tidak terjadi kemajuan teknologi , persamaag) (fhenentukan pola waktu dari
modal, K(t) dan output, Y(t). Pada bagian berikatrakan dijelaskan bahwa perilaku

tersebut secara krusial dipengaruhi oleh asumgj yaglekat pada fungsi produksi, F(.).

[1.1.2.2 Fungs Produksi Neoklasik

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh betdulfungsi produksi. Fungsi
produksi, F(K,L,T) memiliki beberapa asumsi sebdugaikut : .
1.Constant return to scale

Fungsi produksi, F( menunjukkanconstant return to scaleArtinya, jika kita
memperbanyak jumlah modal dan tenaga kerja dengastdnta yang sama dan positif,
A, maka akan didapatkan pula output sejurlah

F (AKAL,T) = 1-F (K,L,T) untuk semua> 0 (2.4)
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Properti tersebut dikenal luas sebagai homogemitagjat satu pada K dan L.
Definisi homogen yang dimaksud di sini adalah baldesajat yang termasuk di
dalamnya hanyalah duaal input, modal dan tenaga kerja. Dengan kata laggkti
didefinisikan sebagai berikut B¢, AL, AT) = A-F (K,L,T). Agar didapatkan
rasionalisasi dari asumsi tersebut, dapat digunakgumen replikasi berikut. Misalnya
sebuah pabrik memproduksi Y unit output yang menggan fungsi produksi F dan
mengkombinasikan unit K dan L dari modal dan tenkgga serta menggunakan
formula T. Adalah rasional jika kita membuat pabyiing identik di tempat lain,
dengan jumlah output yang sama. Untuk mereplikalsrip tersebut, kita membutuhkan
mesin dan pekerja yang baru, tetapi tetap dapatgguerakan formula yang sama
dengan pabrik yang dibangun pertama kali. Hal @njati karena modal dan tenaga
kerja bersifatival, sehingga kita harus menyediakan sejumlah mesinetsaga kerja
yang baru, sedangkan teknologi bersifatirival, sehingga dapat digunakan oleh pihak
dan di tempat yang berbeda, namun dalam waktu y@ngamaan. Akhirnya dapat
disimpulkan bahwa definisi spesifik mengenai honmitgs derajat satu mendapatkan
justifikasi.

2. Positive and diminishing return to private inputs
Berlaku untuk semua K > 0 dan L > 0, dan F(.) mesjeandiminishing marginal

productyang positif yang dipengaruhi oleh input :

2
P o 2Fco (2.5)
oK oK
2
a_F> 0’ 4 F<o
oL oL?

Dengan demikian, teknologi dalam kerangka reikimengasumsikan bahwa selain
mengokohkan level yang konstan dari teknologi dsraga kerja, setiap tambahan unit
modal menghasilkan penambahan yang positif kepadpub, tetapi penambahan
tersebut menurun seiring dengan meningkatnya jumiasin atau modal. Properti yang
sama juga diasumsikan bagi tenaga kerja.

3. Inada condition
Karakteristik ketiga dari fungsi produksi neoklaaittalah bahwanarginal product

dari modal (atau tenaga kerja) mendekati tak tgdarnselama modal (atau tenaga kerja)
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mendekati 0 dan sebaliknyaarginal productmodal (atau tenaga kerja) mendekati O

selama modal (atau tenaga kerja) mendekati takntgyh.

. (oF . (oF
Iim|— [=lim| — |=®
K-o| K L-o{ gL

(2.6)

4. Essentiality

Beberapa ekonom menambahkan asumsentialityuntuk mendefinisikan fungsi
produksi neoklasik. Sebuah input dikatakan esengld penambahan positif
dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah output yamg jpositif. Ketiga input (K,L,T)
bersifat esensial, sehingga dapat dinyatdk@jL) = F (K,0) = Q. Ketiga properti juga
memberikan implikasi bahwa ouput menuju ke bilangak terhingga sama halnya
ketika salah satu input bergerak ke bilangan tdkrigga.

Per Capita Variables

Ketika kita berbicara mengenai sebuah negara yayg lkatau miskin, kita akan
cenderung menggunakan output atau konsumsi pesdodiDengan kata lain, kita tak
akan berfikir bahwa India lebih kaya daripada Bénmeskipun GDP India lebih
besar dari Belanda, karena jika kita membaginyagaernumlah penduduk masing-
masing negara, tingkat pendapatan per individualhelbih kecil dari pendapatan per
individu Belanda. Untuk menangkap properti iniakégkan menggunakan model yang
berkaitan dengan hal tersebut dan secara mendasabahas perilaku dinamis dari
jumlah pendapatan per kapita dari GDP, konsumsnutzatal.

Karena definisconstant return to scaldigunakan untuk semua nillai maka juga

berlakul = 1/L. Selanjutnya, output dapat ditulis sebagmilut:

Y =F(K,LT)=L «F(K/L,LT)=L-+f(k) (2.7)
Dimana k= K/L adalah modal per tenaga kerja=y¥/L adalah output per tenaga

kerja, dan fungsi f(k) didefinisikan sama dengaKl,E(T). Hasil tersebut memberikan

kesimpulan bahwa fungsi produksi dapat diekspresdaam bentuk intensif sebagai
berikut:
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Y =f (k) (2.8)

Dengan kata lain, fungsi produksi menunjukken'scale effects' fungsi produksi
ditentukan oleh jumlah modal fisik yang dapat desksleh setiap orang, bertahan pada
kondisi konstan k, jumlah pekerja yang lebih banggékupun lebih sedikit tidak akan
mempengaruhi total output untuk setiap orang. Saldamnsekuensinya, perekonomian
yang sangat besar seperti China atau India , jus¢nghasilkan output atau pendapatan
per kapita yang lebih sedikit jika dibandingkan giem perekonomian yang lebih kecil
seperti Belanda atau Swiss.

Marginal productdari faktor input adalah sebagai berikut :

aYIoK = f (K) (2.9)
aY/oL =f(k) =k « F(K) (2.10)

Di sisi lain, Inadaconditions memberikan implikasi lino [f'(k)] = o« dan lim_.
[f' (k)] = 0. Gambar menunjukkan fungsi produksokkasik.

Sebuah contoh Cobb-Douglas

Salah satu fungsi produksi sederhana yanggatigunakan untuk menjelaskan

sebuah perekonomian secara aktual adalah fungsilkgoCobb-Douglas.

Y=AK L™ (2.11)

Dimana A > 0 adalah level teknologi danadalah konstan dengan besaram<(<

Fungsi produksi Cobb-Douglas juga dapat ditulisaddyentuk intensif sebagai berikut :

y = AK” (2.12)
f(k) = Aok*! >0,

(k) = -A a(1-0)k*? < 0,

limy_ f'(k) = 0 dan

limico F(K) = oo
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Properti kunci dari fungsi produksi Cobb-Douglasalati perilaku darifactor
income sharesDalam perekonomian yang kompetitif, modal dan genkerja dibayar
pada kondismarginal product sehingga produk marjinal dari modal akan sama@aien
besaran harga sewa R, dan produk marjinal dargtekerja akan sama dengan tingkat
upah w. Selanjutnya, setiap unit modal dibaRar f'(k) = «AK?, dan setiap tenaga
kerja dibayaw = f(k) — k « f'(k) = (1) « AK'. Tingkatcapital sharedari pendapatan
sebesaRk/f(k) =a, danlabor sharesebesaw/f(k) = 1-n. Sehingga, dalarsettingyang
bersifat kompetitif dan menggunakan fungsi produkebb-Douglasfactor income

sharesadalah konstan, dan dipengaruhi oleh k.

11.1.2.3 Persamaan Dasar dari Model Solow-Swan
Perubahan dari stok modal sepanjang waktladkan oleh persamaan (2.2). Jika

kita membagi kedua sisi dari persamaan tersebujasheh, maka akan didapatkan:

KIL = s » f(k) =0k

Sisi kanan terdiri dari variabel pendapatan peitkapetapi sisi kiri tidak memilikinya.
Sehingga untuk mentransformasinya menjadi persamdifgrensial, kita dapat
menurunkan ke K/L yang dipengaruhi waktu untuk mendapatkan

- _ d(K/L)

K = K/L - nk
dt

Dimana n =.L/L. Jika kita menstubtisusi hasil tersebut ke nial;él/L maka didapatkan

k=s « f(k) — (nB) * k 2.13)

Persamaan (2.13) adalah persamaan diferensiami dadg Solow-Swan. Persamaan
nonlinear ini hanya bergantung pada k.

Notasi nd pada sisi kanan persamaan (2.13) dapat digunaghagai tingkat
depresiasi yang efektif dari rasio modal —tenaggkk= K/L. Jika tingkat tabungan, s,
adalah 0, jumlah modal per individu dapat turunasgcsebagian mengacu pada
depresiasi barang modal pada tingkatan sebagian mengacu pada kenaikan jumlah
individu pada tingkat n.

Pengaruh transfer..., Irawati, FE Ul, 2008 24



Gambar 2.1
Model Pertumbuhan Solow-Swan

(r5y-k

(k)

§K)

Gross

Investment

e

k(0) k*

Gambar 2.1 menunjukkan performa persamaan (2.18NaKpaling atas adalah kurva
yang menggambarkan fungsi produksi, f(k). Notasidjrk, digambarkan sebagai garis
lurus dari tttik origin dengarslope yang positif n®. Sedangkan notasi sef(k) pada
persamaan (2.13) serupa dengan kurva fungsi prodwgksiali dalam hal multiplikasi
dengan fraksi s. Catatan untuk gambar tersebut d&ivwa sef(k) dimulai dari titik origin
(karena f(0) = 0) dan memilikslope yang positif (karena f'(k)>0) serta terus menjadi
semakin datar sepanjang peningkatan k (karena<fOfk)Sedangkan Inadaondition
menyebabkan kurva sef(k) vertikal pada saat k mernhijangan yang tak terbatas.
Persamaan-persamaan tersebut menyebabkan kurkpdaf( garis (nd)-k berpotongan
sekali dan hanya sekali.

Dengan menganggap bahwa perekonomian bermula dekugatisi stok modal per
individu sebesar k(0) > 0, gambar 2.1 menunjukkahwa investasi per individu sama
dengan tinggi dari kurva sef(k) pada titik terselfs¢dangkan konsumsi per individu sama
dengan perbedaan (jarak) vertikal pada poin yamgasantara kurva f(k) dengan kurva
sef(k).
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11.1.2.4 Kondis Steady State

Seperti kita ketahui bahwa menjadi penting untukige¢ahui perangkat tepat dalam
menganalisis perilaku dari model pertumbuhan sepagnjwaktu. Pertama kita dapat
mempertimbangkan jangka panjang atteady statedan kemudian menggambarkan
jangka pendek atawansitional dynamicsDari beberapa literatisteady statelidefinisikan
sebagai situasi dimana bermacam kuantitas tumbda leael yang konstan (atau bahkan
nol). Dalam model Solow-Swasteady statéerhubungan dengan k = 0 pada persamaan
(2.13), oleh karena itu terjadilah perpotonganviusef(k) dengan kurva (n &)-k pada
gambar.

Karena k adalah konstan pada kondigiady statey dan c juga berada pada kondisi
konstan pada sagt = f(k*) dan c* = (1-s) « f(k*). Di sisi lain, kuantitas per kapita k, y
dan c tidak tumbuh dalasteady stateKondisi konstan pada besaran per kapita memiliki
makna bahwa level dari variab&l, Y dan C tumbuh padasteady statepada tingkat
pertumbuhan penduduk di n.

Sebuah perubahan yang terjadi pddael teknologi akan direpresentasikan oleh
pergeseran kurva fungsi produksi).f(Pergeseran pada fungsi produksi, pada tingkat
tabungan s, tingkat pertumbuhan penduduk n, daykaindepresiasi, memberikan efek
kepada level per kapita dari berbagai variabelrdaeady statePada gambar 2.1 sebagai
contoh, sebuah pergeseran keatas yang proporsiandurva fungsi produksi atau sebuah
peningkatars menggeser kurvaf(k) keatas dan dengan demikian menggiring peningkatan
k*. Sebuah peningkatan atau 6 menggeser garign+o)-k keatas dan menyebabkan
penurunan padkt.

Menjadi penting untuk memberikan catatan bahwalzdran sewaktu-waktu pada level
teknologi, tingkat tabungan , tingkat pertumbuhandquduk, dan tingkat depresiasi tidak
mempengaruhi tingkat pertumbuhateady statedari output per kapita, modal, dan
konsumsi, dimana secara keseluruhan akan samardangdJntuk alasan ini, model ini
secara khusus tidak dapat menjelaskan determimapaettumbuhan jangka panjang.
11.1.2.5 The Golden Ruledari Akumulasi Modal dan Inefisienst Dinamis

Untuk level A yang tertentu dan nilai yang tertentiuk n dard, terdapat sebuah nilai
steady statgang unikk*>0 untuk setiap nilai dan tingkat tabungadengan menunjukkan
relasi tersebut dengan k*(s), dengan dk*(s)/ds te¥el steady state dari konsumsi per
kapita adalah c* = (1-s)f[k*(s)]. Kita ketahui dari persamaan sebelumngaitas - f(k*)
= (n+9) - k*, dari sini dapat dinyatakan bahwa :
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c*(s) = fk*(s)] — (n+9) - k*(s) (2.14)

Gambar 2.2

The Golden Rule of Capital Accumulation

C*

deld

§old S
Gambar 2.2 menunjukkan relasi antara c* dergganJumlah c* akan naik sebelum

dicapai titik maksimum sepanjang terjadi peningkaadan setelah titik maksimum, nilai
¢ akan turun sepanjang peningkatan s. Nilai c* ak@mcapai titik maksimum pada saat
[f'(k*) — (n+0)]-dk*/ds = Q Dan karenalk*/ds > Q kelompok dalam tanda kurung harus
sama dengan nol. Jika kita menyepakati bahwa kilayang berkorelasi dengan c*
maksimum padagkis, maka kondisi yang menentukagikadalah
f'(Kgol) =N + 0 (2.15)
Cgold= f(Kgoid) — (N +9) - Kyoia

Kondisi pada persamaan (2.15) disebut sebihgagolden ruleof capital accumulation
(lihat Phelps, 1966). Dalam kacamata ilmu ekontrai golden ruledapat dideskripsikan
sebagai berikut: jika kita menyediakan jumlah keansuyang sama untuk setiap generasi
sekarang dan yang akan datang, maka jumlah yangimak dari pendapatn per kapita
adalah goi.

Gambar 2.3 mengilustrasikan performa dé#ne golden rule Gambar tersebut
menyertakan tiga kemungkinan tingkat tabungarne sy, dimanas; < Syeid < Sp. Jumlah
konsumsi per individu, c, pada setiap kasus akaras#engan jarak vertikal antara fungsi

produksi ,f(k) dengan kurva sf(k) yang tepat. Untuk setiap s, nilateady statek*
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berkorelasi dengan perpotongan antara kus¥gk) dengan garisn + J)-k. Tingkat
konsumsi per kapitateady statec*, akan mencapai titik maksimum ketik& = Kgoiq
karena tangen dari fungsi produksi pada titik teuseparalel dengan gari® + o)k.
Tingkat tabungan yang menghasilkkh = kqoq adalah satu entitas yang menyebabkan
kurva sf(k) berpotongan dengan gafis + J) pada nilai k. Dan karena; < Syoia < Sz,
dapat dinyatakan melalui gambar bahkwa< Kgoia< K2*.

Melalui penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkammaas, > Sqoq SEhinggaks* >
Kgoid® dan o* > cgoie. Jika kita menggunakan skenario berikut, dimulai deeady state
tingkat tabungan berkurang secara tetap menyjy Sambar 2.3 menunjukkan bahwa
konsumsi per kapitag meningkat dari posisi awal dengan jumlah yangrdiskKemudian
level c akan turun secara monotonik selama transisi mekangisisteady stat@ya yang
baru,cyoq. Karenacy* < cgyoiq, dapat disimpulkan bahwa ¢ melampaui nilai sebalas,*,
pada seluruh transisi, sebaik konditgady stateya yang baru. Maka dari sini ketika>
Syoid, PErekonomian memiliki tabungan yang berlebih patiaimlah konsumsi per kapita
pada seluruh titik dapat meningkat dengan menurunttagkat tabungan. Sebuah
perekonomian yang memiliki tabungan yang berlelaipadl dikatakan tidak efisien secara
dinamis, karena ‘potongan’ konsumsi per kapitaetakl dibawah jalur alternatif yang
mungkin dicapai pada seluruh titik waktu.
11.1.2.6 Dinamika Transisional

Pertumbuhan jangka panjang pada model Solow-Swiantdkan secara keseluruhan
oleh elemen yang bersifat eksogen. Sehingga ketamgubstansial yang utama mengenai
jangka panjang adalah bahwa pertumbulssegady statebersifat independen. Model
tersebut memiliki implikasi yang menarik terkaitndimika transisional. Transisi ini
menunjukkan bagaimana sebuah pendapatan per kapaita suatu perekonomian
mengalami konvergensi menuju nitdeady stateya serta mengejar pendapatan perkapita
dari perekonomian yang lain.

Pembagian kedua sisi dari persamaan (2.13) dengdikasi k dimana pertumbuhan k

adalah ditentukan oleh

vk = kik = sf(k)/k — (n +8) (2.16)

Dimana digunakan notagi untuk merepresentasikan tingkat pertumbuhan dauabel
z. Pada seluruh titik waktu, tingkat pertumbuhan tivel variabel tersebut akan sama
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dengan tingkat pertumbuhan per kapita ditambahkéangksogen dari pertumbuhan

penduduk n, seperti contoh berikut :

K/K = k/k+n
Untuk tujuan selanjutnya, difokuskan pada tingkattygmbuhan k, yang digambarkan

melalui persamaan (2.16)

Persamaan (2.16) menjelaska.ﬂ/k sama besarnya dengan perbedaan antara dua
besaran. Besaran yang pertaraf(k)/k, yang bisa disebut sebagai kurva tabungan dan
besaran yang kedua adaléh + ), atau kurva depresiasi. Kurva tabungan berbentuk
downward sloping sedangkan kurva depresiasi adalah garis hogkpadan + §. Jarak
vertikal antara kurva tabungan dengan garis deggseadalah sama besar dengan tingkat
pertumbuhan modal per kapita dan titik potongny&drelasi dengasteady stateKarena
n + ¢ > 0 dansf(k)/k turun secara monotonik dari tak terhingga menuyjku@va tabungan
dan garis depresiasi berpotongan sekali dan hakadi sDari sini didapatkan rasio modal-

tenaga kerjateady staté&* > 0 bersifat unik dan eksis.

Gambar 2.4

Dinamika Transisional

Growth rate > 0

n+o

dwith rate <0

K)/k
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»
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Gambar 2.4 menunjukkan di sebelah kieady statekurvasf(k)/k terletak di bawah
n+d. Sehingga, tingkat pertumbuhan k positif, dan kimgkat sepanjang waktu. Sejalan

dengan peningkatan If(,/k turun dan mendekati O sejalan dengan mendekathg&*.

Alasan dibalik turunnya pertumbuhan sepanjang isanadalah eksistensi dari
diminishing returndari modal. Ketik& relatif rendah, rata-rata produk dari mod&k)/k
relatif tinggi. Dengan menggunakan asumsi rumaggamenabung dan berinvestasi pada
fraksi yang konstans, pada produk tersebut. Sehingga, ketkeelatif rendah, investasi
(kotor) per unit modal sf(k)/k relatif tinggi. Modal per tenaga kerja, secarakeffe
terdepresiasi pada tingkat yang konstaro. Dan sebagai konsekuensinya, tingkat
pertumbuhan k/k juga relatif tinggi.

Sebuah argumen yang juga dapat dikemukakan amtargida perekonomian berawal
dari posisi di atasteady statek(0)>k*, kemudian tingkat pertumbuh&menjadi negatif,
dan k turun seiring berjalannya waktu. Tingkat pertumdouhakan meningkat dan
mendekati 0 sepanjarigmendekatik*. Dari sini, sistem tersebut secara global menjadi
stabil: Untuk beberapa nilak(0) > 0, perekonomian mengalami konvergensi dan menuju
posisi uniknya steady statgk* > 0.

Dapat juga dipelajari perilaku output selama trsingingkat pertumbuhan dari otput per

kapita ditentukan oleh :

y Iy = (k) K /(K) = [k - ] - (K /K) (2.17)

Ekspresi yang terdapat dalam tanda kurung di sisak adalaleapital share bagian dari

pendapatan sewa dari modal pada total pendapatan.

Persamaan (2.24) menunjukkan hubungan arﬁzdpadan I'</k yang dipengaruhi oleh

perilaku daricapital share Pada kasus fungsi Cobb-Douglas (persamaan Zapjtal

share dijelaskan sebagat yang konstan, dari//y adalah fraksio dari I.</k. dari sini

didapatkan bahwa perilakia/y meniru I.</k.

y Iy = sf(K) — (n +6) - Sh(K) (2.18)
dimanaSh(k)= k- f'(k)/f(k) adalahcapital share
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Pada model Solow-Swan, yang mengasumsikan tingkaingan yang konstan , level

konsumsi per individu ditentukan olet = (1-s) - y. Sehingga, tingkat pertumbuhan

konsumsi dan pendapatn per kapita menjadi idergtdapseluruh titik Waktu.c/c = S//y.

Konsumsi , dengan demikian menerangkan dinamikg gama dengan output.

11.1.3 Konvergens dalam Berbagai Per spektif
11.1.3.1 Konvergens p dan o

Perspektif pertama, yang berhubungan denganrselpgs-convergence seperti yang
dinyatakan oleh Barro (1984), Baumol (1986), De ¢.¢h988), Barro (1981), Barrand
Sala-i Martin (1991,1992,1995) konvergensi dinyatakerjadi jika perekonomian miskin
tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekononkiaya. Hal ini secara tidak
langsung memberikan justifikasi logis kepada eksisitdiminishing returns tocapital
yang diyakini mazhab neoklasik. Hal ini dapat dg@h (dengan berbagai asumsi yang
melekat padanya), karena perekonomian negara keagassimplisit dapat dinyatakan telah
mengeksploitasicapital yang mereka miliki, sehingga tingkat pertumbuhaeraka
cenderung mengalami perlambatan. Dan sebaliknyakpeomian daerah miskin secara
implisit dapat dinyatakan belum mengoptimalkan gemgancapital, sehingga mereka
masih bisa menikmatieturn of capital stockmelebihi apa yang dapat dinikmati oleh
daerah kaya dalam waktu yang sama, sehingga penekam mereka (daerah miskin)
cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengeekpeomian daerah kaya.

Kelebihan darjs-convergenceadalah sifat analisisnya yang dapat menjeladiag
term phenomengnkarena sifatnya yang dinamis. Selain ijtconvergencedapat
menjelaskan kecepatan konvergensi secara akurat.

Perspektif kedua memfokuskan diri pada masdiapersi antar perekonomian yang
dikenal dengan konsep-convergenceseperti yang dinyatakan oleh Easterlin  (1960),
Borts and Stein (1964), Streissler (1979), Barr®84), Baumol (1986), Dowricland
Nguyen (1989), Barroand Sala-i Martin (1991, 1992, 1995) menjelaskan bahwa
konvergensi terjadi jika dispersi antar perekonensgamakin menurun seiring berjalannya
waktu. Dalam hal ini, dispersi biasanya diukur rhelatandar deviasi dari log PDB riil.
Dengan kata laing-convergenceterfokus padacross-sectional dispersiodan bersifat
analisis statis.

Konvergensi pada perspektif pertama cendeakag menghasilkan konvergensi pada

perspektif kedua. Namun proses tersebut terkaddag terjadi akibat adanya gangguan
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baru yang cenderung meningkatkan dispersi. Sehifgeanvergencetidak selamanya
identik dengars-convergenceMeskipun tidak identik, secara empiris ditemuleihwa
konvergensi jenis pertama yang terverifikasi cemdgrmenghasilkan konvergensi jenis
kedua yang juga terverifikasi. Sehingga pada tataknis, kedua analisis dapat digunakan
secara bergantian.

Dalam tataran empiris pul#-convergencedapat mengindikasikan seberapa cepat
output per tenaga kerja dari sebuah perekonomiardekati output pada tingkateady
statenya. Sebagai contoh, jika didapatkan koefisienvkogensif= 0,05 per tahun, maka
5 % dari kesenjangan antara y dengan y* akan tgrtdalam waktu satu tahun. Dengan
kata lain,the half life of convergenc@vaktu yang dibutuhkan untuk menutupi setengah
dari kesenjangan awal) adalah sekitar 14 tahun.
11.1.3.2 Konvergens Absolut dan Kondisional

Persamaan fundamental dari model Solow-Sweagrsgmaan 2.16) memberikan
implikasi terhadap;/k.
o( I.</k)/ak = s[f'(k) — f(k)/k]/k < O

Jika hal yang lain konstan, maka nikayang lebih kecil akan berasosiasi dengan Nl
yang lebih besar. Hasil ini menyulut sebuah pedany. apakah hasil tersebut memberikan
arti bahwa perekonomian dengan modal per kapitag yiabih kecil akan cenderung
tumbuh lebih cepat dari perekonomian lainnya? Dengata lain, apakah terjadi
konvergensi diantara perekonomian tersebut ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, asumssgelyuah grup dari perekonomian
tertutup yang secara struktural serupa dalam hahpeter s, n, dafi dan memiliki fungsi
produksi yang samid:). Sehingga perekonomian tersebut memiildady stategang sama
pulak*, dany*. Asumsikan pula bahwa yang berbeda dari perekanoitersebut hanyalah
kuantitas awal dari modal per tenaga k&(f®. Perbedaan ini bisa terjadi karena gangguan
di masa lalu, seperti peperangan, atau guncangaatsgang dialami oleh fungsi produksi.
Model tersebut kemudian memberikan implikasi batpeaekonomian yang tertinggal,
(dengan nilak(0) dany(0) yang lebih rendah) akan mengalami pertumbwhdany yang
lebih tinggi.

Gambar 1.4 membagi dua perekonomian, yang #aggan nilak(0) yang tinggi dan
yang miskin dengan nilak(0) yang lebih rendah. Karena dua perekonomiarebets

memiliki parameter pokok yang serupa, dinamidasintuk setiap kasus selanjutnya
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ditentukan oletsf(k)/k dann + ¢ yang sama Selanjutnya tingkat pertumbuli.{dh lebih
tinggi pada perekonomian yang tertinggal di awahsiH tersebut mengindikasikan
terjadinya konvergensi : daerah atau negara yangilikerasio modal-tenaga kerja yang
lebih rendah di awal, akan mengalami pertumbuhamahki dan modal perkapita yang
lebih tinggi, dan dengan demikian dapat mengejgareyang sebelumnya memiliki rasio
modal-tenaga kerja yang lebih tinggi.

Hipotesis yang menyatakan bahwa perekonomiakimcenderung tumbuh lebih cepat
dari perekonomian kaya disebut dengan konvergdosolat. Hipotesis tersebut hanya
dapat berjalan dengan performa yang baik jika digan untuk menguji sekelompok
perekonomian yang memiliki karakter yang serupdamdahal ini adalah keseragaman
kondisi parameter pokok, sepeattisdans. Dengan kata lain perekonomian yang memiliki
steady statgang serupa.

Namun pada kenyataannya, perekonomian yang dkglunia ini memiliki karakter
yang sangat beragam, sehingga dalam observasiignppotesis konvergensi absolut
sangat sulit untuk diterima (terutama untuk mengsgkelompok negara dengan
karakteristik yang sangat beragam). Sehingga untekguji sekelompok perekonomian
dengansteady stateyang berbeda, didapatkan modifikasi dari analeigal berupa
hipotesis konvergensi kondisional. Ide utama darpotesis ini adalah bahwa
perekonomian tumuh lebih cepat di masa yang ak#&mngdayang berpijak pada kondisi
steady stat@ya masing-masing.

Konsep konvergensi kondisional dapat diliredg gambar . dengan menghadirkan dua
perekonomian yang berbeda dalam dua hal: pertasrhetta dalam hal stok awal dari
modal per kapita, #poor < Koyich, dan kedua, berbeda dalam hal tingkat tabungg# #s
Sich- Analisis yang terdahulu menyatakan bahwa perlretiagkat tabungan menghasilkan
perbedaan yang sama dalam pengaturan selanjutkg#t telai steady statelari modal per
kapita, K*%oor# K*rich. Secara umum dapat dinyatakan bahyya S Sich, S€hingga Kjoor <
K*rich.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah modelprediksikan bahwa perekonomian
miskin akan tumbuh lebih cepat dari perekonomiangykaya ? Jika mereka memiliki
tingkat tabungan yang sama, kemudian pertumbuhanoeki per kapita akan lebih tinggi
pada perekonomian miskin dan terjadi kondisi (d<)> (k/K)ich. Bagaimanapun, jika
perekonomian kaya memiliki tingkat tabungan yarmheinggi dari perekonomian miskin
seperti yang digambarkan di 1.10 maka ()< (k/K)icn dapat bertahan, sehingga
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perekonomian kaya tumbuh lebih cepat. Intuisi yaegada dibalik hal tersebut adalah
bahwa tingkat tabungan yang rendah pada perekonomiskin akan mengganti produk
rata-rata modal yang tinggi sebagai determinan gartumbuhan. Dengan demikian,
perekonomian miskin sangat mungkin tumbuh lebihblaindari perekonomian kaya.

Model neoklasik memprediksi bahwa setiap perekomombakan bertemu dan
berkumpul padessteady stateya masing-masing dan kecepatan dari konvergessg y
terjadi berkorelasi secara berkebalikan dengark jegehadapsteady stateDengan kata
lain, model memprediksi konvergensi kondisional gien paradigma bahwa nilai
pendapatan per kapita yang lebih rendah di awatdereng menghasilkan tingkat
pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih tinggi

Jika kita kembali mengingat nilasteady statek* yang dipengaruhi oleh tingkat
tabungans, dan level dari fungsi produks$f), dapat juga disebutkan bahwa kebijakan
pemerintah dan institusi lain dapat menjadi eletk@mdisional yang secara efektif dapat
merubah dan menggeser posisi fungsi produksi. Kopnkenvergensi kondisional
mengindikasikan bahwa kontrol terhadap variabekm@nan darik* menjadi sebuah
keniscayaan untuk menghindari prediksi yang mekgataadanya hubungan yang
berkebalikan antara tingkat pertumbuhan dengarspasial.
11.1.3.3 Konvergens dan Sebaran Pendapatan Per Kapita

Konsep konvergensi menyatakan bahwa perekonomiagadependapatan per kapita
yang lebih rendah akan cenderung mengalami pertnambpendapatan per kapita yang
lebih cepat. Perilaku tersebut membingungkan jiisgjdjarkan dengan definisi alternatif
dari konvergensi itu sendiri, yaitu bahwa dispetari real per capita incomealiantara
kelompok dalam perekonomian tertentu cenderungitsepanjang waktu.

Jika kita memposisikan konvergensi absolut terjpdda kelompok perekonomian
tertentu i = 1, 2, 3...., N, dimana N adalah jumlamgy besar. Pada waktu yang diskrit,
tingkat pendapatan per kapita riil untuk perekoreomi dapat didekati dengan proses
berikut :

Log(yit) = a + (1-b)- log (yis-1) + Uit (2.19)
Dimanaa danb adalah konstanta, dengan besa@r b < 1, danu; adalah variabel

galat. Kondisib > 0 memberikan gambaran tentang konvergensi absohen&atingkat

pertumbuhan tahunatgg(yi/yi«1), berhubungan terbalik dengéog(y;+.1). Nilai koefisien

b yang lebih tinggi akan bersesuaian dengan kecendan yang lebih besar menuju
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konvergensi. Variabel galat menangkap guncangarpdeah terhadap fungsi produksi,

tingkat tabungan dan lainnya. Diasumsikan balmwadak memiliki arti tertentu, variasi
yang sama dengag’ untuk seluruh perekonomian, dan bersifat indepersigpanjang

waktu dan terhadap seluruh perekonomian.
Satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mekgeladispersi atau kesenjangan
dari pendapatan per kapita adalah contoh variamsodgy:)

D, = % g[log(yn )—ut]z

11.1.3.4 Perkembangan Teknologi

Klasifikasi dari Penemuan

Sebelumnya telah diasumsikan bahexgelteknologi bersifat konstan sepanjang waktu.
Sebagai hasilnya, ditemukan bahwa seluruh varipkbelkapita konstan dalam jangka
panjang. Pernyataan dalam model tersebut secas gelalah tidak realistis, di Amerika
Serikat misalnya, rata-rata pertumbuhan per kaatalu positif selama lebih dari dua abad
(Barro, 2005). Dalam absensi perkembangan teknalaginishingreturn akan membuat
hal tersebut (terjaganya tingkat pertumbuhan yarsitip dalam kurun waktu yang sangat
panjang) menjadi tidak mungkin hanya dengan mergjekad penambahan akumulasi
modal per tenaga kerja. Para ekonom neoklasik eadd950 dan 1960 mengakui masalah
tersebut dan merubah model dasar yang telah dibaagar ‘mengijinkan’ teknologi untuk
berkembang sepanjang waktu. Penyikapan tersebuhgalmemberikan jalan keluar bagi
diminishing returndan dengan demikian mengijinkan perekonomian utuaokuh dalam
jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimadel bekerja jika mengijinkan
adanya perkembangan teknologi.

Isu pertama adalah bagaimana memperkenalkan pesakegab teknologi yang eksogen
ke dalam model. Model tersebut akan mengambil laglgebentuk. Penemuan akan
memudahkan produsen untuk menghasilkan sejumlgbubyang sama dengan jumlah
input (modal dan atau tenaga kerja) yang relatifhlesedikit dari sebelumnya. Sedangkan
penemuan yang tidak menghasilkan performa demidegrmat disebut sebagai teknologi
yang netral ataunbiased.

Definisi lanjutan mengenai perkembangan teknologngy netral bergantung pada
makna yang tepat terkadapital savingdan labor saving Tiga definisi yang populer
dipublikasikan oleh Hicks (1932), Harrod (1942) @&oiow (1969).
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Hicks menyatakan bahwa inovasi teknologi bersiétai (Hicksneutral) jika rasio dari
produk marjinal tidak berubah untuk rasio modabtgn kerja yang tertentu. Hal ini
berkorelasi dengan penjumlahan kembali terhadaguant sehingga fungsi produksi
Hicks neutral dapat diekspresikan sebagai berikut :

Y = T()- F(K,L) (2.20)

DimanaT(t) adalah indeks teknologi dél'h(t) > 0.

Harrod mendefinisikan sebuah inovasi yang netrari(®tl neutral) sebagai inovasi
yang menyebabkarelative input shares (K - Fx)/(L - F.) tidak berubah untuk rasio
modal-output. Robinson (1938) dan Uzawa (1961) mprkan bahwa definisi tersebut

menjelaskan posisi fungsi produksi menjadi sefentikut

Y = F [K,L- T(0)] (2.21)

Dimana T(t) adalah indeks teknologi, daﬁ (t) > 0. Bentuk tersebut disebut juga
sebagailabor-augmenting technological progredsarena dapat meningkatkan output
dengan jalan yang sama terhadap peningkatan stotedaga kerja.

Dan terakhir, Solow mendefinisikan sebuah inovabagai inovasi yang netral (Solow
neutral)) jika relative input shareqL - F.) / (K - Fx) tidak berubah untuk rasio tenaga kerja

/ output tertentu. Definisi tersebut dapat ditukjaik dengan persamaan berikut

Y = F [K - T(t), L] (2.22)

DimanaT(t) adalah indeks teknologi, da“.r'l(t) > 0. Fungsi produksi pada persamaan
diatas disebut juga sebagatapital augmenting karena peningkatan teknologi
meningkatkan produksi sejalan dengan peningkatarstdék modal.
11.1.3.5 Pendekatan Kuantitatif Untuk M engetahui K ecepatan Konver gensi

Adalah substansial untuk dapat mengetahui kecemitardinamika transisional. Jika
konvergensi berjalan dengan cepat, kita dapatkesfpada perilaku dasteady stateDan
sebaliknya, jika konvergensi berjalan dengan lampatekonomian terdeteksi jauh dari
steady stateya, dari sini perekonomian akan mengalami pertumh yang didominasi

oleh dinamika transisional.
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Melalui persamaan (2.11) yang lalu bisa didapaetuah pendekatan kuantitatif yang

bisa menjelaskan seberapa cepat sebuah perekonomeiaahekatisteady stat@ya. Kita

dapat menggunakan persamaan (2.39) dengan menggaatiganL , untuk menentukan

tingkat pertumbuhan dari k pada kasus Cobb-Douglas

A

;\ A _(l_a)
k/k=SsA- (kj -(x+n+09) (2.23)

Kecepatan konvergensip, didekati dengan seberapa besar tingkat pertumbturaim

sepanjang meningkatnya modal.

B* = (1-a) - (x+n+9) (2.24)

Mengindikasikan kecepatan dari output per tenagg kmng efektif, y, mendekati
nilai steady stataya, y*, di sekitarsteady stateersebut. Sebagai contoh, jik& = 0.05

per tahun, 5% dadap antary dengary *, akan tertutupi dalam waktu setahun. Maka

half life of convergencéwvaktu yang dibutuhkan untuk menutupi setengaterjesgan di
awal) adalah sekitar 14 tahun.

Dengan mempertimbangkan persamaan yang dihasilkhmmodels* = (1-a) - (X + n
+ 0), dapat dinyatakan bahwa tingkat tabunganidak mempengarubfi*. Hasil tersebut
merefleksikan dua tenaga penghapus yang secara diyalak dihapus dalam kasus Cobb-
Douglas. Pertam& yang bernilai tertentu, tingkat tabungan yangdirekan mendorong
investasi yang tinggi dan selanjutnya menuju kogeesi yang lebih cepat. Kedua, tingkat
tabungan yang lebih tinggi meningkatkan intensitasdal steady statek, dan dengan
demikian menghasilkan rata-rata produk dari modaadgylebih rendah di sekitateady
state. Efek tersebut mengurangi kecepatan konvergensifid{er f* independen dalam
keseluruhan level dari efeisiensi perekonomianPé&rbedaan pada A, seperti perbedaan
padas, memiliki dua efek penghapus terkait dengan keegp&onvergensi, dan efek
tersebut dengan nyata ditolak dalam kasus Cobb{@sug

Sebagai contoh, misalkan sebuah perekonomian nkemiiai x = 0.02 per tahum =
0.01 per tahun dan = 0.05 per tahun. Untuk nilai tertentu dari parten&, n dano

koefisien f* dalam persamaan ditentukan oledpital-shareparametey a. Share yang
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didapatkan jika menggunakararrow conceptdari modal fisik sekitais. Jika digunakan
nilai a =% , maka akan dihasilkgst = 5.6 % per tahun, yang selanjutnya menghasiékan
half-life of convergenceebesar 12.5 tahun. Dengan kata lain, gi&pital share's, model
neoklasik memprediksikan adanya transisi yang wajkduelatif singkat.

11.1.4 Studi Empiris Konvergensi
11.1.4.1 Bukti Eksistensi Absolute Convergence

Cashin & Sahay menemukan bahwa 20 negara bagladididalam kurun waktu tahun
1961-1991 memilikirate of convergencd.5 % per tahun, sehingghe half life of
convergenceaekitar 45 tahun.

Barro & Sala-I-Martin meneliti perekonomian regib#es selama sepuluh tahun dan
menemukan bahwaate of convergencegang terjadi sebesar 1.7 % dengan koefisien
determinasi 0.89. Sedangkan hasil penelitian dadgpmmenunjukkan angkie rate of
convergencesebesar 2.79 % untuk grefectureselama tahun 1930-1990 dengan besaran
koefisien determinasi sebesar 0.92. Dan untuk pemeldi daerah-daerah di Eropa,
ternyata didapatkan theate of convergence sebesar9% dengan mengobservasi data
sejak tahun 1970-1990.

Armstrong (1995) meneliti 85 daerah di Eropa untakun 1970-1990. Hasil dari
penelitian tersebut menyatakan terjadi konvergelesiganrate of convergenceebesar
1.31% untuk tahun 1980-1990, sedangkan selama kwaktu 1970-1980rate of
convergencgang didapatkan sebesar 1.19%.

Sementara itu menurut Wibisono (2003), belerstpdi terkait disparitas regional
dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Esmar@g),9Jppal dan Boediono (1986), Islam
dan Khan (1986), Akita (1988), Hill dan Weidemadf§&9), Azis (1990), Knaap dan Kim
(1992), Hill (1992), Akita dan Lukman (1995, 19%@rta Akita dan Alisjahbana (2002).

Di sisi lain, penelitian terkini yang mencolmenggabungkan dua jenis pendekatan
terkait konvergensi (baik pendekatan yang menggamalegresicross sectionantara
tingkat pertumbuhan dengan tingkat awal pendapatgional per kapita maupun
pendekatan yang menggunakan data disparitas ygaditantara pendapatan per kapita)
dilakukan antara lain oleh Garcia dan Soelistiasiimg1998) serta Shankar dan Shah
(2001) (Wibisono, 2003).
11.1.4.2 Bukti Eksistens Conditional Convergence

Barro -dalam bukunydeterminant of economic growtmeneliti 100 negara untuk

kurun waktu 1960-1990 dan didapatkan hasil yang umgikkan adanya konvergensi
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dengan kecepatan 2.5% per tahun, dengan katatHairhalf life of convergencakan
dihasilkan setelah 27 tahun, dan 90% kesenjangahakan tertutup dalam 89 tahun.

Grier & Tullock (1989) & Halliwel (1992) tidakmenemukan bukti kuat mengenai
eksistensi konvergensi di Negara-negara Asia. Sg@en Fukuda dan Toya (1994)
menunjukkan rasio ekspor terhadap GDP memberikatetesi yang cukup kuat bahwa
perekonomian negara miskin tumbuh lebih cepat diimgkan dengan perekonomian
negara kaya. Dengan kata lain, kecenderungan pssekan yang konvergen ditunjukkan
oleh penelitian tersebut.

Wibisono (2003) menemukan bukti bahwa masulbgf@erapa variabel penjelas seperti
kualitas sumber daya manusia dan angka harapap hiémberikan efek positif terhadap
laju konvergensi di Indonesia. Jika tanpa varigieijelas dibutuhkan 34-45 tahun untuk
menutup setengah kesenjangan awal, maka dengatekisseya variabel penjelas, hanya
dibutuhkan 18-31 tahun untuk menutup kesenjangag gda.

I1.2 Pertumbuhan Daerah dan Intergovernmental Transfer dalam Paradigma
Regional

11.2.1 Konsep Pertumbuhan Antar Daerah

11.2.1.1 Konsep Dasar Pertumbuhan Daerah

Pertumbuhan ekonomi menurut Nafziger diperfgarbeberapa variabel seperti
penduduk (terkait jumlah tenaga kerja), pendidikg@ambentukan modal (terkait investasi
dan teknologi), inovasi (terkait dengan kewirausa)aan sumber daya alam.

Malthus memiliki pendapat yang cukup terkepalda jamannya terkait pengaruh
penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Malthus langmerkembangan penduduk
justru menghambat pembangunan ekonomi karena Malthenilai laju pertumbuhan
penduduk berjalan menurut deret ukur, sedangkan partumbuhan makanan hanya
berjalan menurut deret hitung. Pendapat Malthus isaanengabaikan peranan teknologi
yang berdampak positif pada pengendalian tingkkthkan, pertumbuhan makanan serta
akumulasi modal yang dapat menutupi kekhawatirahthds.

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi pertumbtéreaga kerja secara positif yang
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan output ydihgsilkan. Secara spesifik, tenaga
kerja yang terampil, produktif dan teredukasi denbaik tentu saja dapat meningkatkan
jumlah output dengan tingkat yang lebih baik dibagkan dengan tenga kerja yang
kurang terampil. Hal ini didukung oleh peryataarzKet yang menjelaskan bahwa Negara-
negara maju memiliki keunggulan pada sisi sumbga alaanusia yang teredukasi dengan

baik dan terampil, bukan terfokus pada keungguiek modal fisik.
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Sedangkan Nafziger (1997) menyatakan bahwaumeuhan ekonomi Jepang,
Amerika, Kanada dan Negara-negara Eropa Barat ggvahi oleh pembentukan modal
dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan terkait dengan sumber daya alam, bebdrgpatur menyatakan bahwa sumber
daya ala bukanlah faktor utama yang dapat mendgamagebuah perekonomian menjadi
perekonomian yang maju dan mendominasi. Hal ininjlikkan oleh Jepang, Swiss dan
Singapura. Negar-negara tersebut bukanlah Negarg kaya akan sumber daya alam,
namun memiliki kondisi perekonomian yang terbilangju. Di sisi lain, Kuwait dan Saudi
Arabia yang kaya akan sumber daya alam memilikidppatan perkapita yang cukup
tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menyertalaa pendekatan umum yang membahas
pertumbuhan ekonomi (Armstrong). Pertama, pendekstipply sideyang menyatakan
bahwa pertumbuhan angkatan kerja, stok modal darkemdangan teknologi
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifiKedua, pendekataemand side
yang dicontohkan padsxport led.

Pendekatasupply sideyang juga dikenal sebagai model neoklasik terdari dua
pembahasan, yaitu model yang terdiri dari satuosedkhn model dua sektor. Model satu
sektor menghasilkan satu output, dengan mengamdakkdumbuhan angkatan kerja stok
modal dan perkembangan teknologi. Sedangkan magkelsdktor mengakomodasi dua
faktor penting , yaitu pergerakan faktor produkstaa sektor dalam suatu daerah dan
alokasi sumber daya melalui pergeseran modal cheyatieerja antar sektor antar daerah.

Hal yang menarik dari model neoklasik adalamtgnyaan mengapa output daerah
tumbuh bervariasi? Kelemahan model ini terletalapasumsinya yang sangat sulit untuk
dipenuhi, yaitu asumsi bahwa investor dan pekegagatahui secara sempurna informasi
harga faktor produksi serta harga faktor yang fleMs Kelemahan lainnya adalah
kegagalan untuk mengenali pentingnya faktor pemmimtdaerah dengan pertumbuhan
permintaan antar output yang akan menarik invetdartenaga kerja di daerah lainnya.

Giarratani & Soeroso (1985) yang menjadikatiolresia sebagai objek penelitiannya
menyatakan bahwa perbedaan output antar daerahrak@arik modal dan tenaga kerja ke
daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang fingdan dapat menyebabkan
instabilitas dalam pola pertumbuhan daerah di led@n Hal ini ditunjukkan dengan
tertariknya modal dan tenaga kerja pada peluangnkeatan kerja, secara lebih luas ditarik
oleh kekuatan aglomerasi.
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11.2.1.2 Pertumbuhan Regional Melalui Efisiens Bantuan Pusat-Daerah

Beberapa literatur menyatakan bahwa bantuaar alevel pemerintahar(Inter-
governmental grants)dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Isu yasrgngs
diangkat terkait hal ini adalah peningkatan efisietan stimulasi permintaan agregat pada
level regional (Panggabean dalam Lubis 2002). @ekhusus, efisiensi yang dimaksud
dibagi menjadi dua ketegori, yaitu efisiensi aldi@dan efisiensi produktif.
1. Efek Efisiensi Alokatif

Yang dimaksud dengan efisiensi alokatif adgdahggunaan yang optimal dari sumber

daya yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dendaa cara. Pertama, koreksiarket
failure melalui pengadaamerit goodsandservices(yang tidak dapat disediakan melalui
mekansime pasar). Kedua, dengaenginternalisasi spilloveaintar yurisdiksi.
2. Efek Efisiensi Produktif

Bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapeahingkatkan produktivitas jika

didukung dengatevel pemerintah yang tepat dan fungsi yang efektifl.irladapat terjadi
karena desentralisai mempromosikan biaya yang aftafgontainment cojt untuk
pengembangan produktivitas pada tingkat lokal ys@l@gnjutnya meningkatkan efisiensi
melalui eksperimentasi dari inovasi yang berjalagirily dengan berjalannya
desentralisasi.

3. Efek Stimulasi Permintaan Agregat Lokal

Efek stimulasi dapat didapatkan melalui duea.c®ertama, melalui efek peningkatan
pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan perakridderahl¢cal revenue effojt
Kedua, stimulus yang timbul dari bantuan ini, disegangkan dengan pajak yang harus
ditingkatkan si penerima bantuan untuk mendanairkarsi lokal yang mereka hasilkan.
11.2.1.3 Pertumbuhan Regional Melalui Efek Stabilisasi dari Bantuan Pusat-Daerah

Argumen lain yang menguatkan pendapat bahwdapat hubungan yang signifikan
antara bantuan pusat-daerah terhadap pertumbulwarorek regional dikemukakan oleh
Gramlich (1977), dikutip dari Panggabean dalam &uf@002). Gramlich menyatakan
bahwa pertumbuhan regional dapat dipengaruhi pus#lui stabilisasi yang dihasilkan
oleh inter-governmental granti sisi lain, Keynesian konvensional menyatakahvia
kekuatan fiskal dan moneter pemerintah dapat migilsta pengeluaran swasta dan
meningkatkan lapangan pekerjaan dalam siklus bidnibis, 2002) Budget pemerintah
dapat menstabilkan pengeluaran pemerintah dan pgggean , yang kebanyakan dicapai
melalui close-ended lump-sum gramkiepada pemeritah daerah. Mekanisme ini dapat

meningkatkan sumber pendapatan daerah tanpa memnabgdnrelatif.
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Maka, inter-governmental grants disimpulkapatanenstabilkan ekonomi pada region-
region yang ada sekaligus membantu meningkatkaturpbuhaninter-regional secara
lebih baik. Selain itu,intergovernmental grantsdapat memperkuat kondisi fiskal
pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat meolgoarmintaan agregat lokal.
Kesimpulan

Dari penjabaran sebelumnya dapat disimpulkahwia unconditional grantstepat
dijalankan untuk memperbaikiiscal gap baik ketidakseimbangan vertikal maupun
ketidakseimbangan horizontalnter-governmental grantsuga dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi daerah melalui efisiensi dalilsasi.

11.2.2 Konsep Transfer antar Level Pemerintahan

Eksistensi konsep transfer antar level pertemtan memiliki beberapa alasan dan
justifikasi. Salah satunya adalah pandangan baherapkterjadi ketidakseimbangan
(imbalance¥ dalam pemerintahan daerah, baik dalam kaitaneygah pemerintah pusat
(vertical imbalances maupun ketidakseimbangan antar level pemerintabdaarah
(horizontal imbalancgs Dewasa ini, Ahmad dan Craig (1997) dikutip dawbis (2002)
memperkenalkan dua mekanisme transfer, yaitu sibsgnhasil $haring of revenyedan
bantuan grantg . Selanjutnya dikenal dua sistem pemberian banfganty yang lazim
dikenal dengan bantuan bersyaraionditional granty dan bantuan tak bersyarat
(unconditional grants Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan, besegkanisme transfer
yang dimungkinkan beserta konsekuensinya untuk Kemuwdapat menjadi pertimbangan
para pengambil kebijakan untuk dapat memilih yaargdik sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi pemerintahahn masing-masing.
11.2.2.1 Tujuan Transfer antar L evel Pemerintahan

Eksistensi transfer tentu saja meiliki rasl@@si dan tujuan yang ingin dicapai dalam
sebuah entitas perekonomian. Lubis (2002) menjatafieberapa tujuan transfer sebagai
berikut:
1. Membenahi kondisi ketidakseimbangan vertical

Dalam kaitannya dengan keuangan negara, samgagkin terjadi ketidakseimbangan
vertikal antara pemerintah pusat dengan peeringarath, terutama negara-negara yang
masih memepertahankan bentuk pemerintahan yangakstig. Hal ini terjadi ketika
pendapatan pemerintah pusat lebih besar dari tagggwabnya untuk melaksanakan
program pemerintahan atau dalam kapasitasnya dalanyediaan barang publik.

Sebaliknyayvertical imbalanceguga terjadi ketika kemampuan finansial atau ppatin
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pemerintah daerah lebih kecil daripada tanggun@iayang diemban dalam melaksanaan
program pemerintahan atau dalam kapasitasnya miakgedublic goods and services
Untuk kondisi yang kedua, tentu saja akan meng#fabakesulitan bagi pemerintah
daerah untuk dapat memenuhi kewenangan dan tanggwadpnya, terutama dalam hal
penyediaan barang dan jasa publik lokal.

2. Memperbaiki kondisi ketidakseimbangan horizontal

Perbedaan kekayaan alam serta pembangunam alairah yang satu dengan daerah
yang lain dapat menyebabkan ketidakseimbangan draak Di Indonesia, kita dapat
melihat ketimpangan yang terjadi antara Jawa danJawa terkait kapasitas fiskal daerah
luar Jawa yang lebih kecil dari daerah-daerah thypdawa. Hal ini terjadi karena Pulau
Jawa merupakan pusat pemerintahan, industri dategangan di Indonesia, dan hal ini
tidak dimiliki oleh wilayah lain di Indonesia. Ketpangan lain yang berasal dari
perbedaan kekayaan alam yang dimiliki masing-masiagrah dapat terlihat kemudian
dalam porsi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Ddgen (DBHSDA) antara daerah
‘kaya’ seperti Riau dengan daerah ‘miskin’ sepéftaka dalam kondisi seperti ini, transfer
dari pusat ke daerah (grants) menjadi sangat neldaa rasional.

3. Memperbaikinter-jurisdictional spillovers

Inter-jurisdictional spilloversdapat terjadi akibat eksternalitas positif dariatsu
kebijakan pemerintah daerah tertentu yang dinikrolgih daerah lainnya. Dari beberapa
sisi, hal ini dapat menimbulkan inefisiensi, sadatunya adalah kondisnder-providedari
suatu output barang atau jasa publik dari pemérideerah tertentinder-providedapat
terjadi karena pemerintah daerah biasanya dan aewaj hanya memperhitungkan
kebutuhan lokal dari penduduk setempat, padahalyskrk daerah lain sangat mungkin
untuk turut menikmatpublic goods and servicgsang disediakan oleh pemerintah daerah
tersebut. Maka transfer yang dapat mendorong patabkridaerah untuk menyediakan
public goods and servicesebesar ketikanarginal social benefitlari public goods(and
services)tersebut sama dengamarginal social coshya menjadi sebuah kebijakan tepat
yang mendapatkan justifikasi logis untuk segererdpkan.

4. Menjamin pelaksanaan standar pelayanan publikinmim di seluruh daerah

berdasarkan standar pemerintah pusat.

Grantsyang dapat menjamin pemerintah daerah untuk meakaaipelayanan publik
sesuai standar pemerintah tentu akan berdampalf fozsyi Negara secara keseluruhan.

Standar Pelayanan Publik Minimum yang terpenuhiapgiirannya akan memberikan
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benefitbagi penurunan hambatan terkait mobilitas baramgfaleor produksi antar daerah
yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi sagaum.

5. Sebagai penunjanq kebijakan stabilisasi

Disadari atau tidak, bantuan yang diberikamerintah pusat kepada pemerintah
daerah dapat berperan sebagai penunjang kebijaihiisaisi. Transfer pada saat resesi
misalnya, dapat memberikan insentif bagi pemerintderah untuk mengeluarkan
expenditureyang lebih besar yang dapat berfungsi mengimbi@kginan ekonomi akibat
resesi yang terjadi. Pengeluaran pemerintah paatarassesi dinilai efektif jika dieksekusi
sebagai peningkatan belanja modal atau berbagailbeapital grantslainnya yang dapat
memberikan stimulus positif bagi perekonomian. ®idiain, transfer yang didapat
pemerintah daerah dari pemerintah pusat dapat mémg&ebijakan stabilisasi dalam
bentuk yang lain, yaitu dengan memperbaiki ketingganpendapatan melalui penciptaan
proyek bagi penduduk yang berpenghasilan rendah.

6. Memperbaiki distribusi pendapatan.

Transfer yang tepat pada gilirannya akan mengi atau bahkan menghilangkan
ketidakseimbangan horizontal dan vertikal. Dengata kain, efek positif yang dihasilkan
dari sebuah paket kebijakan transfer yang tepaatdaemperbaiki distribusi pendapatan,
dalam kasus regional Indonesia, dapat mengurasgadias antara pendapatan per kapita
daerah yang 'kaya' dengan daerah yang 'miskinuabekonsep yang kini lazim disebut
dengarns convergence.
11.2.2.2 Pilihan M ekanisme Transfer
1. Unconditional Grants

Seperti yang telah dibahas pada bagian pehdahusetidaknya dikenal dua jenis
transfer, yaitu transfer bersayarat dan transfergytanpa syarat. Transfer dikatakan
sebagai transfer tak bersyarat jika pemberian feardari pihak pemberi tidak terkait
dengan program pengeluaran tertentu yang ditulaksé&inakan oleh pihak penerima. Ciri
lain dari unconditional transferadalah eksistensi peningkatan sumber daya lokal da
memepertahankan pilihan fiskal pemerintah daerahgpma transfer), dengan kata lain
pemerintah daerah bebas menentukan alokasi darteabatersebut sesuai kebutuhan,
preferensi dan kepentingan daerahnya. Transfes jemi bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan biaya pemerintah penerima transfer (ddtanieks ini pemerintah daerah)
untuk menjalani fungsi dan program yang menjadi &éan sekaligus kewenangannya.
Tranfer tak bersyarat cocok untuk dijalankan dakamannya untuk memenuhi kebutuhan

dan penyediaan pelayaanan publik secara menyefiamuimerata.
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Gambar 2.5

Unconditional Grants

Barang Swasta

v

B D Barang Publik

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapatadileln sebagai berikut: Garis vertikal
mewakili besarnya jumlah barang (dan jasa) swastgangkan garis horizontal
menjelaskan besarnya jumlah barang (dan jasa)kpuaiig disediakan pemerintah. Pada
kondisi awal (sebelum adanya transfer) kombinaeskmsi barang dan jasa dari daerah x
adalah sebatas garis AB, dan setelah transferad§ah dalam bentukinconditional
grants, maka garis tersebwshifting ke garis CD. Melalui grafik dapat dilihat bahwaiga
AB shifting secara proporsional menuju garis CD. Dengan kata pemberian transfer
dalam bentukunconditional grantstidak merubah preferensi daerah penerima terhadap
barang publik dan swasta. Akibatnya, kondisi teuseiolak merubah harga relatif barang
swasta dan barang publik, dengan kata lain, peatagkkonsumspublic goods (and
services)tidak lebih besar dari peningkatan konsumsi bardag jasa yang disediakan
swasta. Maka dapat disimpulkan, bahwa pemberiarsfien dalam bentukinconditional
grantsmenjadi tidak efektif untuk meningkatkan penggundan penyediaan barang (dan
jasa) publik.

2 Conditional Grants

Kontradiksi dari transfer jenis pertam@gnditional grantsmemiliki tujuan spesifik
yang disyaratkan oleh pemberi transfer (dalam halpemerintah pusat) kepada pihak
penerima (pemerintah daerah). Tujuan umum dari pearbconditional grantsadalah
peningkatan konsumsi penyediaan barang dan jaskk plddam jumlah tertentu yang
diinginkan oleh pemberi transfer. Mekanisme ini adjb dalam tiga kategori khusus.
Kategori pertamagonditional grantsdiberikan tanpa dana pendamping (dan yang dimiliki

oleh penerima transfer —pemerintah daerah- sebeldamya transfer). Kategori kedua
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adalah pemberianonditional grantsyang disertai dana pendamping dari pihak penerima
yang bersifabpen-ended Dan yang terakhir, pemberiaonditional grantsyang disertai
dana pendamping yang bersi¢aise-ended.

Gambar 2.6

Non-matching Conditional Grants

4
Barang Swasta
A C
E B D Barang.Publik

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Garis AB adalah kondisi awal, kondisi kombinesnsumsi daerah penerima sebelum
adanya transfer dari pemerintah pusat (dalam hahan-matching conditional grants
Setelah adanya transfer dari pemerintah pusat, nbekadi peningkatan penyediaan
(sekaligus konsumsi) barang publik, hal ini digarkba oleh garis BD yang menjelaskan
besarnya peningkatan jumlah konsumsi barang publigisi lain, tidak terjadi perubahan
konsumsi barang swasta, hal ini terlihat dari komsilbarang swasta setelah transfer yang
digambarkan oleh garis EC yang sejajar dan samar loemgan garis OA. Dengan kata
lain, non-matching conditional grantsienyebabkan kombinasi konsumsi barang publik-
swasta sepenuhnya bergeser ke barang publik sebesefer yang diberikan oleh
pemerintah pusat (terjadi peningkatan konsumsingapaublik sebesar jumlah transfer dari

pusat tetapi tidak terjadi peningkatan konsumsaibgiswasta).
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Gambar 2.7
Open-ended Matching Conditional Grants
A
Barangédsta
A

»
»

B C Barang Publik

Kondisi kombinasi konsumsi awal sebesar ABu lberubah menjadi sebesar AC
setelahopen-ended conditional grantdijalankan. Terjadi dua efek dalam pelaksanaan
transfer . Pertama, eksistensi efek pendapatacorfe effedt yang terjadi akibat
bertambahnya sumber dana pemerintah daerah yaagjudel/a meningkatkan belanja
publik. Efek yang kedua adalah efek substitusubétitution effe¢tyang juga dikenal
sebgai efek harga, hal ini terjadi akibat perubaharga relatif barang publik terhadap
barang swasta. Dari kedua efek tersebut, didapafedntotal yang membuat pemerintah
daerah menambah jumlah penyediaan barang publi&amddlesaran yang signifikan.
Sebagai catatanotal effectyang berbeda akan menghasilkan kondisi yang barpath.
Jika efek substitusi lebih besar dari efek pendapanaka transfer yang dijalankan
membuat penyediaan barang publik lebih besar darany swasta, dan jika efek
pendapatan lebih besar dari efek substitusi, makgoritas transfer yang diberikan pusat
dipakai untuk membeli barang swasta.
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Gambar 2.8
Close-Ended Matching Conditinal Grants

Barafgasta

O F B D Barang Rabl

Seperti dua grafik sebelumnya, AB adalah ksindwal kombinasi konsumsi barang
publik dan swasta dari sisi penerima trans@ose-ended matching conditional grants
sangat disukai pemberi transfer karena sifatnya y@apat mengontrol anggaran pusat.
Setelah transfer, maka AB berpindah ke A'CD. Sédikrip dengan mekanismeon-
matching conditional granissampai OF, pembiayaan masih mendapat subsidi dari
pemerintah pusat, dan lebih dari OF, subsidi dikant Dengan kata lian subsidi dibatasi
pada level tertentu yang diinginkan oleh pemerimiasat.

Beberapa hal disimpulkan terkait berbagai mekae transfer yang dijelaskan pada
bagian terdahulu berikut tujuan dan keunikan daekamisme yang ada. Pertama,
Unconditional grantscocok diterapkan untuk menurunkan ketidakseimbarigaizontal
dan vertikal, cocok dijadikan sebagai alat yangsifer equalization grants.Kedua,
Conditional grantstepat digunakan untuk memperbaikier-jurisdictional spilloversdan
menjamin pelaksanaan standar pelayanan publik mminKetiga, Untuk memperbaiki
spillovers effect secara spesifik, penggunaan dana pendampingtching yang
berkolaborasi dengamate yang optimal akan sangat efektif untuk mendoroagrah
penerima transfer menyediakgrublic goods and servicegada tingkat yang optimal
(ketika marginal social benefisama dengamarginal cost benelit Keempat, tujuan
transfer sebagai salah satu alat stabilisasi ddipahuhi dengan baik melalui mekanisme
conditional grants Kelima, tujuan memperbaiki pemerataan dan keadgguity) dapat
menggunakarconditional maupununconditional grantsUnconditional grantssebaiknya

dijalankan jika pemerintah memiliki perhatian yatigggi terhadap masalah distribusi
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pendapatan dan didukung oleh aparat yang bersitbekualitas, jika hal tersebut tidak
terpenuhi, sebaiknya menggunakeonditional grantsyang secara khusus manjadikan
masyarakat berpenghasilan rendah sebagai ‘sasagarkedari pelaksanaan transfer.
11.2.2.3 Prinsip Pengalokasian Transfer

Setelah secara panjang lebar dijelaskan peatwgan ekonomis dari pelaksanaan
transfer yang menuntut eksistensi efektifitas désiemsi, berikut ini akan dijelaskan
prinsip dasar dalam merumuskan transfer menurut 8hal (1994) yang tercantum dalam
Lubis (2002)..

1. Otonomi Autonomy

Otonomi yang dimaksud di sini adalah bahwa gramah daerah memiliki fleksibilitas
untuk membuat prioritas kebijakan sesuai kebutwi@aamkepentingan daerah.
2. KecukupanRevenue Adequary

Pendapatan yang dimiliki cukup untuk menjadankungsi dan tanggung jawab yang
dimiliki dalam berbagai bentuk program dan proyekmpangunan, terutama terkait
penyediaan pelayanan publik.

3. Pemerataan dan Keadildg(ity)
Equityyang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa dana d#meyikan kepada daerah

berbanding lurus dan sesuai dengan kebutuhan, namedoanding terbalik dengan
kapasitas fiskal daerah. Artinya, semakin besarukd#tan maka semakin besar
kemungkinan transfer yang didapatkan daerah (diil@ahgan pertimbangan lainnya) |,
sebaliknya semakin besar kapasitas fiskal suattadamaka semakin kecil kemungkinan
transfer yang didapatkan daerah tersebut.

4. Dapat diperkirakarPredictability)

Baik perkiraan kapasitas maupun kebutuhanaffigeemerintah daerah (penerima

transfer) dapat diperkirakan dengan akurasi yang bkeh pemerintah pusat (pemberi
transfer).
5. Bersifat Netralleutrality)

Dalam hal ini pemberian transfer dari pusatdkerah bersifat netral terhadap pilihan
daerah penerima transfer, sesuai dengan prefemtisisi sumber daya ke dalam sektor
ekonomi tertentu menurut kebijakan pemerintah daera
6. Objektif dan Sederhan8ifmplicity and Objectiye

Mekanisme yang memenuhi kaidah yang objeldaif dederhana dapat meminimalisir

probabilita manipulasi yang mungkin dilakukan pihaktentu, sehingga informasi yang

akurat dapat direalisasikan guna menghadig@od governancdalam pemerintahan.
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7. Insentif {(ncentive

Memberikan insentif tersendiri kepada pengelohtuk dapat melaksanakan transfer
sekaligus menyajikan laporan yang lebih baik yaadapgilirannya mendorong perbaikan
dan efisiensi secara umum.

8. Jaminan Pengamanan Tuju&afiequard of Grantor's Objectives

Jaminan atas perealisasian tujuan yang heddapai (terutama dari pihak pemberi
transfer) dapat didukung dengan adanya mekanmoretoring sertatechnical assistance
yang tepat dan proporsional, yang selanjutnya mekaredampak yang positif bagi kedua
belah pihak (penerima dan pemberi transfer).
11.2.2.4 Ketidakseimbangan Vertikal dan Horizontal

Adanya perbedaan tingkat pemerintahan memdoerikpeluang terjadinya
ketidakseimbangan fiskal. Dewasa ini, setidaknyemial dua bentuk ketidakseimbangan
fiskal, yaitu ketidakseimbangan fiskal vertikal deetidakseimbangan fiskal horizontal.
Ketidakseimbangan fiskal dapat terjadi karena adlgpgrbedaan dalam penetapan pos
pengeluaran dan pendapatan. Jika tingkat pemeaimtghng lebih rendah, dalam hal ini
pemerintah daerah memilih untuk meningkatkan pergah , maka ketidakseimbangan
vertikal dapat terjadi antara pemerintah daeraetert dengan pemerintah pusat.

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebglyummekanisme transfer dapat
digunakan untuk membenahi ketidakseimbanagn vértikatapi jika transfer hanya
ditujukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kaltihal ini dapat menimbulkan efek
negatif berupa penurunan insentif pemerintah daerdbk meningkatkan pendapatannya
sendiri atau memperketat pengaturan pengeluarbagalan secara efisien.

1. Ketidakseimbangan Vertikal

Permasalahan mendasar yang harus dipikirkardiggmzahkan oleh pemerintah adalah
bagaimana seharusnya tingkat pemerintahan yang edeerbdiperlakukan dalam
hubungannya satu sama lain terkait dengan wewed@mdrapasitas fiskal mereka. Secara
spesifik pemerintah pusat berkewajiban untuk melksastdan menjaga ketersediaan
sumber daya sekaligus tanggung jawab fungsiona gatlap tingkat pemerintahan. Hal
ini menjadi penting karendrend pemerintah daerah di Negara-negara berkembang
cenderung mendanai pengeluaran yang berasal dadugek lokal sendiri di bawah
standar yang telah ditetapkan pemerintah pusati¢l.@002), hal ini dapat terjadi karena
pemerintah pusat berasumsi mengontrol sumber-supdraiapatan yang paling elastis,

sedangkan pihak pemerintah daerah memiliki tanggawgb pengeluaran yang banyak.
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Akhirnya, hal ini mengakibatkan penyediaan pelayas&ktor publik lokal menjadi
dipertanyakan.

Di Indonesia, ketidakseimbangan vertikal dygk&@n untuk diperbaiki dengan
penggunaan mekanisme bantugragtg. Hal ini bertujuan untuk memberikan kapasitas
yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk mesatkgn preferensi pengadaarerit
goods.Di lain pihak, sebagaimana kajian teoritis yanghetlibahas sebelumnya, untuk
meningkatkan penyediaanerit goods mekanisme yang dianjurkan untuk dilaksanakan
adalah bantuan khususpécific grants

2. Ketidakseimbangan Horizontal

Bantuan yang dialokasikan pemerintah pusatikumemperbaiki ketidakseimbangan
vertikal, ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikaasatah ketidakseimbangan fiskal
secara menyeluruh. Mekanisme bantuan tersebut masityisakan permasalahan, yaitu
ketidakmerataan distribusi sumber daya diantaraatiagalam tingkat pemerintahan yang
sama.

Keseimbanagn horizontal sendiri dapat didsiikain sebagaia kondisi yang seimbang
anatara sumber daya dan tanggung jawab pada tipgkaerintahan tertentu, pada area
yang berbeda. Terkait pertimbangan geografis, kd#smngan horizontal tercapai saat
terjadinet fiscal balanceliantara yurisdiksi-yurisdiksi tingkat pemerintahtartentu.

Ketidakseimbangan horizontal harus dibenabasa spesifik, hal ini mengingat adanya
perbedaan (yang wajar terjadi) stok sumber dayakéantuhan antara daerah yang satu
dengan daerah yang lain pada tingkat pemerintabag gama. Perbedaan stok sumber
daya dan kebutuhan ini selanjutnya mengakibatkabepaannet fiscal benefitAdapun
perbedaan terkait stok sumber daya dan kebutultasalkan pada perbedaan-perbedaan
berikut :

(i) Perbedaan kemampuan daerah dalam mengolatesutaya

(i) Perbedaan tingkat pendapatan yang selanjutngayebabkan perbedaan kemampuan
untuk meningkatkan pengeluaran dari sumber-semhberny

Sedangkan perbedaan kebutuhan dapat disebabkan oleh

(i) Perbedaan tanggung jawab

(i) Perbedaan karakteristikter-regional seperti populasi, kondisi geografis, dan kondisi
sosial politik.

(in)Perbedaan biaya produksi. Hal ini sangat térdangan perbedasatonomies of scale
kondisi fisik daerah, serta keadaan topografis.
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Maka ekualisasi pendapatan dapat dilakukan agengangkompensasi stok sumber daya
dan kebutuhan pengeluaran pemerintah.

Pembenahan ketidakseimbangan horizontal, dagakukan dengan menjalankan
bantuan yang didistribusikan sesuai kondisi ekondagrah masing-masing. Dengan kata
lain, pemerintah pusat memberikan bantuan yang $argaerah yang memiliki kondisi
ekonomi yang sama pula, dan daerah yang lebih miakan mendapatkan tambahan dana
bantuan dari pemerintah pusat (Bennet, 1997 dikuaip Panggabean dari Lubis 2002).
Untuk ketidakseimbangan horizontal karena faktaggeafis, maka seharusnya pemerintah
pusat menjamin penyediaan jasa publik yang sesergah standar nasional di semua
yurisdiksi.

Terkait ekuilisasi, terdapat tiga hal yang hatyeertimbangkan (Lubis, 2002) :

(i) Ekualisasi Perbedaan Sumber Daya Fiskal peit&ap

Beberapa hal penting yang harus diperhatikatara lain ketesediaan dan distribusi
merit goodsyang merata di semua yurisdiksi, sekaligus peraanatingkat pendapatan
antara daerah yang satu dengan daerah yang ld&n Sel, perhatian khusus perlu
diberikan kepada daerah-daerah ‘miskin’ yang bigaaninim dalam hal penyediaan dan
pelayanammerit goods and serviceerta kesempatan kerja.

Masalah lain yang tak kalah penting untuk dipékan adalah bagaimana
mendefinisikan dan menghitung kapasitas fiskalargli dari setiap daerah . namun secara
umum kapasitas fiskal biasanya diinterpretasikdvagai kemampuan pemerintah daerah
untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya penyegisampublik atau jumlah uang dari
masyarakatnya (Lubis, 2002). Beberapa catatan dhknpenghitungan kapasitas fiskal
absolut antara lain pemerintah harus memahami Jumbaksimum pendapatan yang
mungkin diperoleh, keinginan fiskal pemerintah dhedan efisiensi pajak. Maka dapat
dinyatakan bahwa otoritas fiskal harus mengetaktaga jumlah pendapatan yang dapat
diperoleh dan kapasitas fiskal relatif dibandingki@mgan pemerintah daerah lainnya. Hal
ini seharusnya tidak hanya menjadi pengetahuan maade daerah, melainkan juga
menjadi pengetahuan pemerintah pusat.

(ii) Ekualisasi Perbedaan Kebutuhan Pengeluaran

Mempertimbangkan perbedaan ini menjadi pentimjuk memastikan penyediaan
pelayanan jasa publik sesuai standar yang ditetappasat. Setiap faktor yang
mempengaruhi perbedaan kebutuhan pengeluaran uefsatus didefinisikan dan diteliti

dengan seksama. Hal penting lain yang sangat tedtkaigan kebutuhan pengeluaran ini
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adalah peran pemerintah dalam hal pemerataan péearemebutuhan dasar , penyediaan
lapangan kerja serta pemerataan pendapatan maatyarak

(iif) Ekualisasi perbedaan dalam biaya pengadasm ja

Dalam banyak kasus, pendanaan yang sama (jugadatidak serta merta menghasilkan
output yang sama pula untuk daerah yang berbedanHdapat tejadi akibat perbedaan
cost of productionantar daerah. Variasi biaya tersebut selanjutrg@atd menyebabkan
variasi pengadaampublic goodsyang akhirnya menghasilkan ketidakmerataan inter-
regional untuk menikmatnerit goodskesempatan kerja dan pendapatan. Perbettzsn
of productiondapat disebabkan oleh perbedaan biaya tenaga &exjamaterial penting
serta kondisi geografis yang berbeda.

Akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal terkegtidakseimbangan vertikal dan
horizontal. Pertama, mengenai pemilihan tipe banyteang akan dieksekusi. Berdasarkan
tiga faktor yang harus dipertimbangkan dan telgklatkan sebelumnya, makdock
grants (bantuan umum) dinilai paling cocok untuk dipilikarena dapat meningkatkan
ketersediaarnpublic goodsdan memberikan kebebasan bagi pemerintah daeratk un
mengatur pandanaannya dalam kategori fungsiona gakup luas. Tetapglock grants
memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memperbaikiribusi pendapatan antar individu.
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, sangahgkin di daerah yang ‘kaya’ terdapat
individu yang miskin, dan sebaliknya di daerah yanigkin’ masih terdapat individu yang
kaya. Makablock grantssebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti pmogyang
bertujuan meredistribusi pendapatan antar indiyaehg adil.

Specific grantssebaiknya tidak hanya bertujuan membenahi horgoimbalances,
karena hal ini akan mengarah ke pola pengeluarawg Yeerbeda dengan pilihan dan
prioritas regional. Secara khususpatching specific grantsdapat meningkatkan
ketidakmerataan antar daerah, karena makin tingiga gpendamping semakin tinggi pula

dana bantuan yang didapat daerah dari pemerintdt.pu
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BAB |1
Desentralisasi dan Perubahan Sistem Transfer di Indonesia: Sgjarah

dalam Berbagai Per spektif

[11.1 Desentralisas : Definisi, Rasionalisasi dan Kaitannya dengan Transfer Pusat-
Daerah
[11.1.1 Definisi Desentralisasi Berikut Berbagai Derivasinya

Indonesia sebagai Negara yang memiliki lel@ih #3000 pulau yang tersebar dengan
beragam bahasa, budaya dan agama tentu saja mémdahngan tersendiri bagi para
pemangku kebijakan untuk dapat merealisasikan sebegara yangyemah ripah loh
jinawi, negara yang madani dan bermartabat. Dan seignglédnnya waktu, nampaknya
idealita tersebut tak dapat terealisasi dengan pelaerintahan yang terpusat. Hal ini
memiliki beberapa justifikasi dari berbagai kalamgasalah satunya adalah argumen Otto
Eckstein yang menjelaskan berbagai kelebihan yamgiliki sistem desentralisasi
pemerintahan.

Sebelum desentralisasi mulai dijalankan padaruari 2001, Indonesia dengan segala
keragamannya termasuk salah satu negara yang p&imrlistis di dunia. Hal ini dapat
terlihat dari 94% pendapatan yang berhasil dikukgruloleh pemerintah pusat dari total
100% pendapatan pemerintah secara keseluruharekigar €0% pembiayaan pemerintah
lokal dibiayai oleh pemerintah pusat (Roeslan & Mbibo, 2003).

Implementasi UU No. 22 dan 23 tahun 1999 ydifalankan sejak 1 Januari 2001 telah
secara signifikan mengubah Indonesia menjadi negang paling terdesentralisasi di
dunia (Roeslan & Wibisono, 2003). Proporsi penganaegional terhadap pengeluaran
pusat meningkat dari 17 % manjadi 30 %, bahkan @&f2 diperkirakan naik menjadi
40%. Sekitar 2/3 pegawai pemerintah pusat di pikalatke daerah , yang setara dengan
lebih dari 2 juta PNS. Sekitar 2.8 juta dari 3.8ajlPNS berstatus pegawai daerah, 239
kantor propinsi, 3.933 kantor kabupaten/ kota jkiokrl6.000 fasilitas pelayanan yang
sebelumnya milik pemerintah pusat telah di trangkrpemerintah daerah (Roeslan &
Wibisono, 2003)

Sebelum kita jauh melangkah untuk mengandtsibagai argumen yang menjelaskan
desentralisasi dalam kaitannya untuk merealisaskeadilan dan kesejahteraan, pada
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bagaian awal bab ini penulis akan menyertakan heberdefinisi dari konsep
desentralisasi.

[11.1.1.1 Berdasarkan UU No0.33 tahun 2004 dan UU No. 22 tahun 1999:

a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang peaten oleh pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusaerpgahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang darepetah (pemerintah pusat) kepada

gubernur sebagai wakil dari pemerintah.

[11.1.1.2 Menurut Rondinelli (1981,1989, 2001) dalam Roeslan dan Wibisono (2003) :
1. Desentralisasi Politik
Yang bertujuan memberikan warga negara daa wakilnya memiliki wewenang yang
lebih luas untuk membuat keputusan dan kebijakdfikpu
2. Desentralisasi Administrasi
Yang betujuan menjalankan redistribusi otstitkewenangan dan tanggung jawab
dalam penyediaapublic goods and servicel antara tingkatan pemerintah yang beragam.
Desentralisasi administrasi dibagi dalam tiga blentu
a. Dekonsentrasi
Yaitu penyerahan tanggung jawab untuk penyedpdoic goods and services
dari pemerintah pusat ke kantor cabang yang befiadizerah.
b. Delegasi
Yaitu penyerahan tanggung jawab terkait pengamitidgoutusan dan kebijakan
serta dalam kaitannya dengan administrasi fungsiilpdari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah.
c. Devolusi
Adalah penyerahan otoritas terkait pengambilan kegaun , perihal keuangan,
dan pengelolaan jasa publik dari pemerintah pusaieknerintah daerah.
3. Desentralisasi Fiskal
Adalah salah satu bentuk desentralisasi yamntyjoan untuk menjalankan redistribusi
sumber-sumber finansial untuk penyediaan jasa lpuyidda tingkatan pemerintah yang
berbeda. Pada bagian ini ditekankan masalah keganastas pemungutan berbagai jenis
pajak, pihak mana yang harus mengeluarkan pengeluartentu, atau misalnya seberapa
besarvertical imbalancesmasih dapat ditoleransi.
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4. Desentralisasi Ekonomi Pasar

Desentralisasi yang terakhir disebut Rondirell bertujuan menjalankan pengalihan
tanggung jawab fungsi-fungsi ekonomi dari sektoblifukepada sektor swasta. Dengan
kata lain, bila jenis desentralisasi ini dijalankanaka fungsi-fungsi yang selama ini
ditangani oleh pemerintah dapat dialihkan ke kaangengusaha, kelompok masyarakat ,
LSM, atau koperasi. Desentralisasi ekonomi padatigraya meiliki dua bentuk utama,
yaitu deregulasi dan privatisasi yang pada umunaiyati oleh liberalisasi ekonomi dan
pengembangan pasar itu sendiri.
I11.1.2 Rasionalisasi Pelaksanaan Desentralisas Fiskal
Beberapa literatur ekonomi menjelaskan justifiléeii pelaksanaan desentralisasi sebagai
berikut :
111.1.2.1 Kelebihan Desentralisas Menurut Otto Eckstein
a. Cakupan wilayah yang lebih kecil memudahkan pela&kaa program dan pemenuhan
target dan tujuan perekonomian.
b. Penerapan nilai-nilai daerah yang unik dalarbdgai program diharapkan memberikan
efek positif bagi daerah secara keseluruhan.

c. Proses politik yang mencerminkan distribusi gémaran politik.

111.1.2.2 Kelebihan Desentralisasi Menurut Heller-Pechman

a. Memungkinkan daerah untuk mengalokasikan dameidgram yang dianggap prioritas
b. Memeprkuat inisiatif lokal

c. Memperlambat sentralisasi pemerintah

d. Mendukung kualitas pelayanan publik

111.1.2.3 Kelebihan Desentralisasi dalam Berbagai Pandangan
(1) Meningkatkan Efisiensi Alokatif

Keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pitadr lokal , yang relatif lebih dekat
dan responsif dengan masyarakat dinilai akan mesilgaa keputusan yang lebih baik
ketimbang kebijakan yang dihasilkan oleh pemerirgabkat karena lebih mencerminkan
kebutuhan dan preferensi masyarakat daerah yasgrgkutan (Musgrave 1983 ; Oates,
1972 ; Tiebout, 1956)
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(2) Memperbaiki tingkat daya saing pemerintah damiverikan insentif lebilintuk terus
berinovasi

Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintdrah dapat lebih optimal bekerja sesuai
dengan kebutuhan, aspirasi dan preferensi masyadaesah. (Breton, 1996 ; Salmon,
1987). Di sisi lain, spesifikasi kebutuhan dan kegadaerah akan membuyadlicy maker
terstimulus untuk mencari jalan terbaik dalam pemhem kebutuhan daerahnya, dengan
kata lain stimulus untuk berkreasi akan meningkatk@emampuan berinovasi dan
memompa semangat berkompetisi antar daerah.
(3) Mendorong transparansi dan akuntabilitas segenperluas partisipasi publik dalam
pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
(4) Memperbaiki kinerja fiskal dan tingkat mobilssgendapatan regional

Hal ini bisa terjadi karena penduduk akan &ies membayar pajak dengan jumlah atau
persentase yang lebih besar sebagai konsekuengpatayadaan jasa publik yang lebih
responsif dengan aspirasi dan preferensi mereka.
(5) Memperbaiki pemerataan pendapatan

Desain program trnsfer dari pemerintah pusati&erah (terutama dana yang bersifat
block granty akan memperbaiki tingkat kesenjangan antar dagaaly kayaresources
(baik sumber daya alam maupun sumber daya mander@an daerah miskin dengan
formula tertentu yang bertujuan memenuhi standdaypean minimum bagi seluruh
masyarakat.
(6) Mencapai dan mempertahanki@stal sustainabilitydalam kaitannya dengan konteks
kebijakan ekonomi makro
(7) Koreksivertical imbalances
(8) Koreksihorizontal imbalances

Meskipun Indonesia cukup dikenal sebagai reegang kaya akan sumber daya alam,
namun tingkat ketersedian dan kemelimpahan sumaga tersebut tidaklah merata di
seluruh daerah, terdapat daerah yang kaya SDA dskimmEDA. Di sisi lain, kota-kota
besar tentu saja meiliki sumber daya finansial ygalg mungkin terkejar oleh daerah
pedesaan dan terpencil, terkait dengan PAD yanggesagientik dengan pajak dan retribusi
yang tentu saja sangat bergelimangan di kota-kesaran sich Maka mekanisme
desentralisasi fiskal yang tepat dengan berbagatrumennya diharapkan dapat
mengurangi kesenjangan antar daerah. Dengan kaia Da&sentraliasi fiskal , yang
tercermin (terutama dari instrument Dana Perimbanghharapkan dapat mengurangi
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disparitas pendapatan antar daerah dan semakin ukidnign eksistensconditional
convergencelengan Dana Perimbangan sebagai salah satu kdatrijmng signifikan.

(9) Sebagai sarana pengejawantahan sistem demghras partisipatif yang diharapkan
menjadi akselerator bagi pembangunan bangsa.

[11.2 Transfer Antar Level Pemerintahan dalam Sejarah Perekonomian Indonesia

Usaha untuk menjalankan Desentralisasi di ned ternyata sudah dilakukan sejak
jaman penjajahan oleh kolonial Belanda. Pada saatiasentralisasi dijalankan melalui
Decentralisatie Wepada tahun 1903 dan disusul olBbestuurshervorming Wetahun
1922. Hal tersebut dieksekusi oleh Gubernur Jehdsbagai wakil dari pemerintah
kolonial Belanda saat itu dengan membagi daerahoatomenjadigawest (propinsi),
regentschap(kabupaten) darstaatsgemeentékotamadya). Namun tidak seperti yang
seharusnya, UU tersebut bersifat sentralistis dd® dan birokratis yang justru bertujuan
memecah belah Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, usaha untuk mémerapdesentralisasi kembali
digaungkan. Hal ini terlihat dari dibuatnya UU Pem&han Daerah No. 1 Tahun 1945
yang menjelaskan Komite Nasional Daerah dan KedaenRokok Pemerintahan Daerah.
Lalu disusul oleh munculnya UU No. 32 Tahun 195@gyanenjelaskan Perimbangan
Keuangan Antar Negara dan Derah-daerah yang bertelgurus Rumah Tangganya
sendiri . Kemudian pada tahun 1947 dibuatlah UU4AN@ng menjelaskan Pokok-pokok
Pemerintahan di daerah. Beberapa UU juga disahkdank umendukung pelaksanaan
desentralisasi, seperti kehadiran UU No. 22 Tal@481UU No. 1 Tahun 1957, UU No.
18 Tahun 1956 an UU No. 5 Tahun 1974.

Eksperimen selanjutnya pun dilakukan oleh pertah seiring dengan pembuatan
berbagai UU. Hal ini terjadi pada tahun 1993 yarigut oleh 26 Dati Il diseluruh
Indonesia, dengan posisi Dati Il yang mewakili pngp masing-masing. Pengalaman
tersebut memberikan sebuah gambaran akan kenybtdama urusan yang diserahkan
kepada daerah otonom tergolong banyak namun tidakbahgi oleh pelimpahan
keuangan yang mencukupi untuk menjalankan urusaeltet. Hal ini diakui oleh sebagian
besar Dati Il yang merasa kesulitan untuk mememuwbsan yang 'didaerahkan’ oleh
pemerintah pusat.

Dan akhirnya sejak 1 Januari 2001 Indonesiaemapkan desentralisasi fiskal yang
didasarkan pada UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yanggater Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan dptem@ dan Daerah dengan
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menjadikan pemerintah kabupaten / kota sebagairmaaio pemerintah provinsi sebagai
koordinator.

Kebijakan desentralisasi yang lebih bertummdgp pemerintah kabupaten / kota
memiliki alasan tersendiri, yaitu untuk menghindadparatisme yang lebih mungkin
dilakukan oleh pemerintah provinsi jika kewenangaiagai motor diberikan kepada
mereka. Hal ini juga ditekankan dengan paradigmsentealisasi yang dijalankan di
Indonesia tidaklah sama dengan bentuk negara fe@detaya pemerintah daerah adalah
wakil dari pemerintah pusat yang tetap bekerjardabangkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

[11.2.1 Era Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan Desentralisasi di bidang penad¢xamt di Indonesia tercatat sejak Tahun
1903 ide Desentralisatie Wét903) yang didorong oleh kondisi ketika modal davaan
paham liberalisme mulai masuk ke Hindia Belandaksegghun 1870vide Agrarische Wet
1870).

Sistem administrasi pemerintahan daerah doriadia ditandai oleh tiga pendekatan :
dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembarnitietiga pola ini berjalan beriringan,
dengan perangkat administrasi dekonsentrasi bergggjar dengan perangkat pemerintah
daerah. Koordinasi antara kedua sistem (desemtsaliengan dekonsentrasi) ini dilakukan
melalui kepala daerah, yang memiliki dua fungsknyaebagai kepala pemerintah daerah
sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayah yangs@egkutan.

Dua asas lainnya adalaMedebewind dan Vrikjbestuur. Medebewind sering
diterjemahkan sebagai ko-administrasi, adalah adtrasi bersama suatu layanan oleh
pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang cukup hmadalah program Inpres, pada
program ini pemerintah pusat yang memiliki wewenamgiuk menggariskan dan
menyediakan dana, tetapi pelaksanaan diserahkad&gmemerintah daerah. Sedangkan
Vrijbestuur menyangkut layanan yang tidak ditentukan termasajga yang bertanggung
jawab, dan pemerintah daerah bebas menentukarrissgpakah akan mengambil tanggung
jawab tersebut atau tidak, contohnya adalah jasadpdaerah terpencil yang tidak dilalui
jasa pos biasa.

Seiring dengan benyaknya masalah dan pelayar@eyarakat yang harus diatur oleh
pemerintah, pengambilan keputusan yang sentralgttla saat itu menyebabkan para
pejabat mengalami kesulitan. Dampak dari bertamymHhreban pejabat pemerintahan
yang sentralistis saat itu, pengambilan keputusamjadi lambat. Hal lain yang juga

menjadi catatan negatif adalah keputusan seringkilk tepat waktu dan tidak sesuai
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keinginan masyarakat terkait dengan jarak dan Weageritori yang harus diurus dan
dilayani oleh pemerintah pusata saat itu, sehinggajadi ‘wajar’ bila pemerintah pusat
tidak terlalu memahami permasalahan yang terjadirasemenyeluruh.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, makaulikiah badan-badan teritorial di luar
pemerintahan pusat yang memiliki wewenang dalamgambilan keputusan untuk
beberapa hal dan urusan yang diatur sehingga dhhipembagian fungsi antar
pemerintahan dalam berbagai tingkatannya.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan darirpgate pusat ke badan-badan teritori
tersebut, mengalir pula sebagian dana untuk membiegwenangan dan tugas yang
dilimpahkan. Hal ini dijalankan guna menjamin ke&aran penyelenggaraan urusan
tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antarsamrwyang didelegasikan dengan
pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hubungarakgan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sangat erat kaitannya denganpasgelenggaraan pemerintahan di
daerah, sebagai penyebab timbulnya hubungan kewmargara pusat dan daerah, yaitu
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembaffiledebewinyl Ketiga asas tersebut
merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraanripgehen di daerah, sehingga
dapat dinyatakan bahwa corak hubungan keuanganrip¢éahepusat dan daerah diwarnai
oleh ketiga asas tersebut.

Berdasarkan asas desentralisasi, dibentukdainad provinsi, daerah kabupaten, dan
daerah kota yang memeiliki wewenang untuk mengatam mengurus kepentingan
masyarakat daerah masing-masing sesuai denganukebut preferensi dan aspirasi
masyarakat. Asas tersebut menjelaskan bahwa pdatenmusat melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dan sebagasekuensinya, pusat
menyediakan sumber-sumber pembiayaan dalam partentie kepada daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan asas dekonsentrasi terjadi pefiampavewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah sekaligus pel@nglsat di daerah. Pembiayaan yang
timbul dari pelaksanaan asas dekonsentrasi disalurkepada gubernur melalui
departemen atau lembaga pemerintah non departeangribgrsangkutan.

Sedangkan Pembiayaan yang dijalankan dalagkaapelaksanaan Tugas Pembantuan
disalurkan kepada daerah dan desa melalui departetta@ lembaga pemerintah non
departemen yang terkait.
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Tinjauan dari Seqi Yuridis

Pengaturan yang menjelaskan masalah pengel&d@aangan daerah pada mulanya
dicantumkan pada ‘“Behears-voorschiftenl936” (Staadsblad 1936 Nomor 432).
Staadsblad sendiri adalah peraturan pelaksanaan dar
- Provincie Ordonantieatau PO $taadsbladl924 Nomor 78 Bab VI pasal 80 sampai
dengan pasal 128)

- Regenschaps Ordonantsau RO(Staadsblad1924 Nomor 78 Bab VI pasal 75
sampai dengan pasal 123)

- Staatsgemeente Ordonanttau SGO $taadsbladl926 Nomor 265 Bab IX pasal
99 sampai dengan pasal 143)

Beberap@rdonantietersebut dapat dinyatakan sebagai IOWdische Comptabiliteit
Wet) Keuangan Daerah. Sedangk&taadsblad 1936 Nomor 432 merupakaRAB
(Regeling Administratief Behgdkeuangan Daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya yang disesuadf@ngan perekembangan dan
perubahan keadaa@ydonantietersebut juga mengalami perubahan. Secara khugu¥Ba
PO, Bab VI RO, dan Bab IX SGO di atas telah digal®ngan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 1972, sedangkan bab lainnya darilF@dan SGO dirumuskan kembali
dalam UU Pokok Pmerintahan Daerah yang sebelumselah tmengalami beberapa

perubahan.

111.2.2 Era Kemerdekaan sebelum Refor masi
Pendahuluan

Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun Iifhesia tidak memiliki undang-
undang yang secara khusus mengatur hubungan keuamgara pemerintah pusat dan
daerah. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia nikimiua undang-undang yang
mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah, yaituadgdJndang Nomor 1 Tahun 1945
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Kedua Untar@ang tersebut mengatur
secara garis besar sumber keuangan daerah otoetapj tidak ada ketentuan yang
mengatur sistem hubungan keuangan antara pemepuasalh dan pemerintah daerabh.

UU Nomor 1 Tahun 1945 hanya mengakui daerahattaotonom yang telah ada saat
proklamasi kemerdekaan didengungkan, dengan koasskupaik sistem pemerintahan
maupun sistem keuangan daerah mengikuti (melamyutkéstem yang telah berlaku
sebelumnya, yaitu sistersluit post yang memeberikan sumbangan keuangan kepada

daerah agar APBD daerah menjadi seimbang. Keadgpentsitu terus berlangsung sampai
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dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1948. Ristkiit posttetap dinyatakan
berlaku secara eksplisit dalam UU Nomor 22 Tahu#81%istemsluit postmenyatakan
bahwa daerah diberikan tunjangan sebesar selisainaabesarnya rencana pengeluaran dan
rencana penerimaan yang diajukan oleh pemerint@hadakepada pemerintah pusat.
Dalam realita di lapangan, sistem ini tidak bernateratus persen, karena sampai tahun
1956 pemerintah memberikan tunjangan tergantun@ jpedtimbangannya sendiri yang
dikendalikan oleh Kemnterian Dalam Negeri. Sehinggem tersebut dinilai beberapa
pihak lebih tepat disebut sebagdmnit post. Keadaan ini tentu saja menyulitkan daerah
dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD karena dadakidapat memastikan besarnya
subsidi yang akan didapatkan dari pemerintah pusat.

Keadaan tersebut terus berlangsung selaman kwaktu tertentu hingga akhirnya
konferensi walikota di Jakarta pada tahun 1954 inasitkan pernyataan yang mendesak
Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan subsidgelsm tahun dinas dimulai. Dan
peryataan sekaligus permintaan tersebut disetlghilbementerian Dalam Negeri.

Di lain pihak, langkah-langkah perbaikan mulaisusun terutama setelah
diberlakukannya UUDS 1950. Selanjutnya dibentukitRaNasrun pada tahun 1952 yang
diketuai oleh Mr. Muh. Nasrun yang bertugas mempaglalan merancang peraturan
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daemftiaP ini dibentuk melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.8/8/5 gah@4 April 1952.

Pada tahun 1953 panitia tersebut telah bdrin@snyusun tiga rancangan Undang-
Undang, antara lain Undang-Undang tentang Perindrangeuangan Pusat-Daerah,
Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Umunk Rxg&rah dan Rancangan
Undang-Undang tentang Peraturan Umum Retribusi dbaeBelain itu, Panitia Nasrun
juga berhasil menyusun tujuh rancangan Peraturamef&ah yang merupakan
pelaksanaan dari RUU Perimbangan Keuangan Pusa#idd®ancangan Undang-Undang
yang telah disusun oleh Panitia Nasrun kemudiaangisikan ke parlemen dan baru
dibahas sekitar akhir 1956 dengan berbagai perublkbal akhirnya ditetapkan sebagai
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956. Undang-Undanmulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 1957.

Tak lama berselang, tepatnya pada tanggalab8adi 1957 ditetapkanlah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Hataban Daerah yang mengatur
secara garis besar perihal keuangan daerah.

Hubungan keuangan pusat-daerah yang dimakslandUU Nomor 32 Tahun 1956

ditujukan untuk :
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1. Memberikan ketentuan yang menjamin keuangan daerah.

2. Mendorong terciptanya rumah tangga daerah yand seha

3. Memberikan insentif bagi daerah untuk melakukaansifikasi dalam hal sumber-
sumber pendapatan daerah serta mencari sumber4spemnzapatan yang baru.

4. Memupuk tanggung jawab daerah untuk dapat menygéeakan pemerintahan
dan urusan rumah tangga daerah dengan baik.

5. Memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menjataké&hijakan keuangan dan
melaksanakan tugas di daerahnya.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun @#6uat beberapa hal berikut :

1. Sumber-sumber pendapatan pokok daerah yang tdetiripajak daerah, retribusi
daerah, dan hasil perusahaan daerah.

2. Dalam beberapa hak tertentu daerah bisa mendapsikaidi dan sumbangan.

3. Mengatur delapan pajak Negara yang dinyatakan sepagak daerah, yaitu: Pajak
Verponding PajakVerpondingindonesia, Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan
Bermotor, Pajak Jalan, Pajak Potong, Pajak Ko ,Rhjak Pembangunan.

4. Beberapa bagian dari pendapatan negara yang diétakakepada pemerintah
daerah:

a. Antara 75% - 90% hasil penerimaan Pajak PeraliRajgk Upah, dan Pajak
Materai.

b. Hasil penerimaan Pajak Kekayaan dan Pajak Perseteagan besaran
yang ditetapkan tiap tahunnya melalui peraturanguerah.

c. Hasil penerimaan bea masuk, bea keluar dan bea sekasar persentase
yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

d. Tambahan bagian dari penerimaan bea keluar daout@ayang ditetapkan
setiap tahun oleh pemerintah khusus bagi daeratatdgang menghasilkan
barang ekspor.

5. Bagian dari pendapatan lima macam pajak negara lsea masuk, bea keluar, dan
cukai sesuai penjelasan pada poin ke empat diketasali tambahan bagian dari
penerimaan bea keluar dan bes cukai, terlebih datikbimpulkan dalam satu pos
dana baru kemudian dibagikan kepada daerah. Ragkatipertama akan dibagikan
diantara semua provinsi di Indonesia dan pada éngkdua dibagikan masing-
masing provinsi tersebut ke semua daerah di baveatasi hasil pembagian yang
pertama. Adapun pembagian tersebut dibagikan dengampertimbangkan

beberapa faktor berikut :
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. Luas daerah

. Jumlah penduduk

a
b
c. Potensi perekonomian
d. Tingkat kecerdasan rakyat
e. Tingkat kemahalan
f. Panjangnya jalan-jalan yang diurus daerah
g. Panjangnya saluran pengairan yang diurus daerah.

Di sisi lain, sistem pemerintah Daerah yardpdarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974
yang mengatur pemerintahan dalam tiga tingkat petaér wilayah dan atau daerah.
Tingkat pertama adalah provinsi atau daerah tindgkaelanjutnya di bawah provinsi
terdapat daerah tingkat Il, yaitu kabupaten ata@arkadya. Pemerintah daerah tingkat Il
adalah tingkat desa (disebut desa di pedesaankatatahan di perkotaan). Di antara
tingkat Il dan tingkat Il terdapat satu lapis pemt&han yang disebut dengan kecamatan.

Sedangkan administrasi berdasarkan dekonsebidaku untuk berbagai departemen
pemerintahan pusat , sebagian besar departemenrikné@mtor di tingkat provinsi yang
disebut dengan kantor wilayah (Kanwil), dan bebanaemiliki kantor di daerah tingkat Il
yang disebut kantor departemen (Kandep). Kantoaydh dan Kantor Departemen ini
sejajar dengan perangkat pemerintah daerah yamfpudigiinas. Hal ini berlaku (pada
umumnya) dalam kondisi dwi fungsi, dengan kata kapala dinas juga menjabat sebagai
kepala kantor wilayah. Susunan seperti ini bertuja@@ar terdapat koordinasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun sdilan susunan seperti ini
menimbulkan masalah terutama mengenai masalah fp@meperangkat pemerintah yang
bertugas dan bertanggung jawab memberikan layaréentu kepada masyarakat, serta
mengaburkan pemisahan dan garis batas tanggunj jeeusangan.

Selanjutnya, dengan pemberlakuan Undang-Undang Ndm®ahun 1974 sebagai
Undang-Undang Pokok pemerintahan di daerah, makdPRor 36 Tahun 1972 dan PP
Nomor 48 Tahun 1973 turut mengalami penyesuaiampdambahan. Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomiaahéin 1975 menjadi pedoman
utama bagi pemerintah daeraah dalam hal mengurusndayelenggarakan pemerintahan
dan masalah keuangan di daerah masing-masing.

Seiring berjalannya waktu, UU Nomor 32 Tahun 19%@shkan tidak lagi relevan
dengan tuntutandan kebutuhan daerah saat itu. Usatioik mengganti UU Nomor 32
Tahun 1956 telah diupayakan beberapa kali. Setigakerdapat tiga naskah rancangan
Undang-Undang yang berhasil disusun, yaitu RUURlesngan Keuangan tahun 1963,
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RUU Perimbangan Keuangan tahun 1965, dan RUU Hubukgeuangan Tahun 1968.
Garis besar materi yang tertuang dalam ketiga rayaoa UU tersebut hampir serupa
dengan materi UU Nomor 32 Tahun 1956, sebagai lierik

1. Penetapan secara terperinci mengenai sumber-supdretapatan daerah yang
bersifat ‘sendiri’ dan pendapatan daerah dari pusat
Penyerahan beberapa jenis pajak negara kepadehdaer
Penyerahan sebagian penerimaan pajak negara keépad ghared tax
Pemberian bantuan berupa ganjaran, subsidi, dabasgan.

a k~ 0N

Penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi dasaetgppan pambagian dana
yang khusus dialokasikan seperti luas wilayah, @mgenduduk, dan sebagainya.

UU Nomor 32 Tahun 1956 dan RUU Perimbanganakgan Tahun 1963 lebih
menitikberatkan pada mekanisme penyerahan sebpgiagrimaan pajak Negara kepada
pemerintah daerah. RUU Perimbangan Keuangan Tal®&» Han RUU Hubungan
Keuangan Tahun 1968 lebih menitikberatkan pada meke pemberian sumbangan
kepada daerah sebagai dasar perimbangan keuangatdperah. Berdasarkan RUU
Tahun 1968 pemerintah pusat memberikan sumbandak gebesar 30%dari pendapatan
sektor rupiah yang diperoleh pusat kepada penaéridaerah, kecuali pendapatan yang
berasal dari devisa ekspor serta devisa yang betas&redit dan bantuan luar negeri.

Pada kurun waktu tersebut berbagai penelpan telah dilakukan para ahli untuk
mengetahui apa dan bagaimana sebaiknya hubungan tggadi antara pemerintahan
pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 1970 D& Leeuwen mengadakan sebuah
penelitian tentang hubungan keuangan pusat-daeréitdonesia dalam rangka bantuan
teknis Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Ingondelalui hasil laporannya yang
menjadi rekomendasi bagi Departemen Keuangan, \émuwen mengemukakan bahwa
masalah hubungan keuangan pemerintah pusat daahddetindonesia adalah masalah
hubungan yang baikcérrec) antara pusat dan daerah, khususnya di bidangngana
Tugas yang dihadapai pemerintah Indonesia terlesigan pelaksanaan desentralisasi dan
masalah perimbangan keuangan pusat-daerah menyadglku aspek penting, yaitu
memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki efisiggenerintan dan hubungan
administratif dengan pusat termasuk hubungan keurang

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh tMaBSanders dengan menjadikan Aceh
dan Jawa Barat sebagai objek penelitian yang utBexkaitan dengan kondisi keuangan
Aceh, Sanders menjelaskan bahwa kondisi keuangah Aangat tidak memuaskan dan

usaha untuk memperbaikinya menjadi sebuah kerascayang harus disegerakan.
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Masalah selanjutnya timbul karena cara yang sehgaugdigunakan untuk segera
memperbaiki kondisi keuangan Aceh belum disepakati,ini terjadi karena persyaratan
pokok yang belum tersedia dalam penentuan sistdungan keuangan yang cocok antar
tingkat pemerintahan.

Penelitian lain pun dijalankan oleh Institihii Keuangan pada tahun 1971. Namun
Laporan penelitian tersebut masih bersifat invésdar dan identifikasi permasalahan
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat demgaerintah daerah. Penelitian ini
tidak menjelaskan dan menyampaikan sebuah modehipengan keuangan karena waktu
yang terbatas dan permasalahan yang cukup rumdidamis.

Pada saat Pelita | mulai berjalan (1969/1%0pmi dengan 1973/1974) , pemerintah
telah menerapkan bantuan per kapifger( capita grants kepada kabupaten yang
selanjutnya dikenal dengan istilah Inpres kabupaeapun tujuan dari bantuan ini adalah
untuk membiayai berbagai proyek rehabilitasi damgegaan infrastruktur. Bagi
pemerintah desa terdapat program subsidi desa ggeguntukkan bagi proyek yang
bersifat padat karya. Perubahan yang cukup sigmfi@alam pola hubungan keuangan
pusat dan daerah terjadi pada pelita Il, tepatragapApril 1974. Perubahan ini ditandai
dengan penghapusan ADO (Alokasi Devisa Otomatishgyaliperuntukkan bagi
pemerintah provinsi. Dan sebagai gantinya dibugblaigram subsidi untuk tujuan-tujuan
yang khusus, seperti pembangunan fasilitas kegedatagedung sekolah dasar.

Di sisi lain pengeluaran pemerintah pusat ydiadpkasikan untuk pemerintah daerah
digolongkan menjadi dua tipe. Tipe pertama adalabsigi bagi daerah yang terutama
berupa dana Inpres. Dana Inpres sendiri dialokadikamasing-masing provinsi atas dasar
lump-sum grants Selanjutnya pemerintah provinsi, kabupaten , dasa menetapkan
penggunannya untuk kepentingan yang luas. Tipe kadga adalah alokasi sektoral yang
disalurkan melalui departemen-departemen pemeptefat dan berbagai derivasinya di
daerah. Bantuan sektoral ini digunakan untuk bexbpgpgram dan proyek yang dikelola
oleh  badan-badan sektoral, ditetapkan oleh pemaérint pusat dengan
mengkonsultasikannya kepada Bappeda pada masinggnpsovinsi, dan selanjutnya
pemerintah pusat mendelegasikan pelaksanaan prgys&but kepada organnya yang
berada di daerah.

Dan sejak Pelita Ill dana Inpres mencakup ummtpembangunan bagi pemerintah di
tingkat provinsi, kabupaten, dan desa serta bantméwrk pembangunan gedung sekolah,

pusat masyarakat, reboisasi, maupun pembangurandah pasar.
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Selain itu, telah dikeluarkan beberapa atukebijakan pemberian sumber-sumber
keuangan kepada pemerintah daerah, seperti keteyarag ada pada UU Nomor 10
Tahun 1968 terkait peraturan mengenai subsidi fEnmgan keuangan, cess, program-
program Inpresroyalty / licencefee kehutananlandrent pertambangan dan sebagainya.
Namun aturan-aturan tersebut berdiri sendiri ktidansisten satu sama lain karena tidak
diatur dalam satu kesatuan yang utuh.

Meninjau UU Nomor 32 Tahun 1956 yang menemepaita melalui penerimaan dari
suatu pajak Negara, baik sebagaian atau secaraked®sn diserahkan kepada daerah. Dan
untuk Tugas Pembantuan, pusat memberikan sejunalah dntuk menutupi biaya yang
dikeluarkan pemerintah daerah. Selain itu, pusga jmemberikan subsidi dan bantuan
kepada daerah, yang besarannya ditentukan olebr{taktor tertentu yang terkait dengan
potensi daerah yang bersangkutan.

Transfer keuangan antar level pemerintahaimdibnesia saat itu adalah hasil dari
evolusi panjang selama puluhan tahun , yang dinsgdpk era 1950-an. Kemudian pada
tahun 1969 lahirlah Inpres (Instruksi Presiden) gyanenggantikan mekanisme dan
peraturan mengenai transfer yang sebelumnya. Pelalerdpa sisi, Inpres dinilai sebagai
system transfer yang kompleks dan terlihat pragrtathadap tekanan yang dialamatkan
pada pemerintahan kala itu.

Pada masa tersebut, dikenal tiga jenis trangéetu SDO (Subsidi Daerah Otonom),
Inpres, dan DIP (Daftar Isian Proyek). Dua jengnsfer pertama tergolong sebauger-
governmental grantsedangkan DIP lebih bersifiatkind allocation(karena jenis transfer
tersebut tidak termasuk dalam daftar anggaran dpera
[11.2.2.1 DIP (Daftar Isian Proyek)

Daftar Isisan Proyek adalah dana yang dialkkas melalui sisi pengeluaran
pembangunan dari APBN (Anggaran Penerimaan dannpeldegara). DIP dibedakan
menjadi dua jenis, DIP pusat dan DIP regional amuktural. DIP pusat dipakai oleh
kementrian pusat, sedangkan DIP regional digunakamuk membiayai proyek
pembangunan sektoral di daerah. Pada DIP regipeaderintah daerah berperan dalam hal
eksekusi proyek, meskipun proyek tersebut tidakaglidd sedikitpun oleh dana APBD
daerah yang bersangkutan.

Pada tataran perencanaan, dinas mambantucpaeam proyek yang dituangkan dalam
draft DUP (Daftar Usulan Proyek) yang selanjutniggutkan ke tingkat pemerintahan yang
lebih tinggi. Setelah itu wakil pemerintah di dderaengevaluasi proposal tersebut , dan
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jika draft usulan disetujuidraft akan dikirimkan ke pemerintah pusat , dalam hal in
departemen terkait untuk ditindaklanjuti.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi kassantara pihak dekonsentrasi dengan
Bappeda yang salah satu fungsinya adalah merdna#ti usulan yang diajukan, biasanya
pihak dekonsentrasi memiliki wewenang kontrol daangaruh yang kuat, akibatnya
probabilitas terjadinya friksi antara pihak dekartsasi dengan desentralisasi rawan terjadi
pada tataran ini. Selain dapat menimbulkan friksmungkinan terjadinymismatchantara
prioritas lokal dengan DIP yang disetujui juga daesjadi karena kontrol dan pengaruh
dari pihak dekonsentrasi yang terlalu kuat.

Namun, meskipunmismatch sangat mungkin untuk terjadi, biasanya pihak
desentralisasi atau pemda tetap menginginkan agaonyak yang dibiayai oleh dana DIP.
Hal ini terjadi karena pihak pemda biasanya berppatibahwa semakin banyak proyek
yang ‘masuk’, maka semakin banyak efek positif yakgn didapat oleh daerah. Karena
proyek yang ‘masuk’ dapat mendorong perekonomi&alggpis menghasilkan tambahan
pendapatan akibat honor yang didapatkan oleh kanyg@mda melalui proyek tersebut.

Maka dapat disimpulkan mekanisme DIP sebaggkint: Departemen menyeleksi DUP
yang ada, jika disetujuidraft tersebut dilanjutkan ke Bappenas. Dan akhirnya Qamy
disetujui akan ‘masuk’ dalam APBN tahun selanjutnyatuk kemudian dinamakan DIP.

Hingga saat ini, beberapa sektor pembangurasihndisalurkan melalui DIP sektoral.
Dan untuk proyek yang memakan waktu beberapa pergsperti transmigrasi yang
memiliki tahapan-tahapan. Di sisi lain dapat disitkpn bahwa pembiayaan pembangunan
melalui mekanisme DIP dapat dikatakan sbagai masesisi dari desentralisasi, karena
desentralisasi yang sebenarnya seharusnya menkammotaerah yang mandiri, yang
membiayai kebutuhan pembangunan daerah sepenuletginAPBD.

Kelebihan DIP dilihat dari perspektif keuangiaerah sangat terkait dengan penjelasan
sebelumnya, dengan kata lain, DIP sangat mengukdénnigagi pemerintah daerah karena
pembiyaan proyek sepenuhnya berasal dari APBN (pegunan yang tidak membebani
APBD).

Selain efek positif, DIP juga memiliki efelkegatif karena hal yang sama. Pembiayaan
proyek yang berasal dari pusat dan tidak meliba®@BD di sisi lain dapat menyebabkan
rendahnya tanggung jawab, komitmen dsanse of belongingihak pemda terhadap
proyek tersebut. Selain itu, kemungkinamsmatchantara kebutuhan dan prioritas lokal
dengan implementasi proyek juga mungkin utnuk derjartinya, DIP kurang cocok untuk

mempromosikan kegiatan dan prioritas lokal daerah.
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111.2.2.2 SDO (Subsidi Daerah Otonom)

SDO merupakan jenis bantuan tertua di Indi@n€Lubis, 2002) yang bertujuan
mendukung anggaran pemda untuk membantu perimbdtegamgan antara pemerintah
pusat dan daerah. Sebagaian besar SDO digunakak membiayai gaji pegawai pemda
(sekitar 95%) dan sisanya digunakan sebagai subsigii pengeuaran rutin di bidang
pendidikan dasar, ganjaran bagi pegawai pedesabsids untuk penyelenggaraan Rumah
Sakit di daerah, serta subsidi untuk pembiayaaatipeh pegawai pemerintahan.

Khusus bagi Irian Jaya dan Timor Timur, Shiifentukan secara terpisah oleh
departemen Dalam Negeri. Secara umum, duapertigaS@0 dialokasikan ke seluruh
provinsi sedangkan sisanya dialokasikan ke kaboflaitamadya. Hal ini didasarkan pada
pembiayaan pegawai negeri yang mayoritas dibiaj@h @nggaran daerah di tingkat
provinsi, termasuk seluruh guru Sekolah Dasar.

Total SDO untuk pegawai ditentukan setiap malerdasarkan nilai upah dan gaji
aktual seluruh tingkatan dan eselon. Skala gagntiitkan oleh pemerintah pusat (struktur
gaji terpadu) yang bersifatniform (tidak dipengaruhi oleh perbedaan kondisi keuangan
masing-masing pemerintah daerah)

Terdapat empat jenis pegawai pemda: i) pegdagiah otonom yang secara langsung
bekerja untuk daerah setempat ii) pegawai yangriogmeukan, yaitu pegawai pusat yang
ditugaskan ke daerah tertentu iii)pegawai daeraty ydipekerjakan, yaitu pegawai pusat
yang ditugaskan ke daerah melalui prosedur yarak tidrmal serta iv) pegawai honorer
yang dipekerjakan menurut tingkat keperluan daessmg mendapatkan honor atau
imbalan lain yang bukan berupa gaji tetap. SDOo#&dikan untuk dua jenis pegawai
pertama, sedangkan pegawai daerah yang dipekenhlk@yai oleh dana rutin dari pusat
lainnya, sedangkan pegawai honorer dibiayai oleD FiRanggabean, 1997)

Komponen gaji yang dibayar melalui SDO :

* Gaji pokok terkait kepangkatan

* Tunjangan pendapatan (terkait situasi dan statwmiga, seperti jumlah anak dan

istri)

* Tunjangan beras

* Tunjangan kemahalan daerah (terkaist of living

* Tunjangan jabatan

Dari keterangan di atas maka dapat diasumdkémva individu dengan pangkat yang

sama, akan mendapatkan imbalan (gaji) yang samg,tidak dipengaruhi oleh hasil kerja
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(performanceg Sebagai keterangan tambahan, pemda tidak meéemigkvenang untuk
menentukan besarnya SDO, karena struktur gaji tE@s jumlah pegawai ditentukan
oleh pemerintah pusat, maka SDO dapat diketegoskhagaspecific grants.
3.4 Transfer Inpres

Inpres bertujuan untuk mendukung pelaksanaambpngunan daerah. Hal ini
didasarkan oleh adanya pelimpahan sebagian wewatamgirusan pemerintah pusat ke
pemerintah daerah serta terbatasnya kemampuan deuataerah untuk membiayai
urtusan-urusan tersebut. Tujuan utama yang ingiapdii melaui Inpres adalah pemerataan
pembangunan (kesempatan kerja dan berusaha, pastisialam pembangunan) dan
distribusi hasil pembangunan.
Tujuan Keseluruhan Program Inpres:

« Membantu pencapaian target utama pembangunan Nedgratujuan-tujuan

kebijakan
* Meningkatkan pemerataan kesejahteraan sosial naksyar

* Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia daituisighbada tingkat lokal

Terkait dengan alokasi dana Inpres, popudsilah kriteria utama yang digunakan
dalam mengalokasikan dana tersebut. Penggunaagsoplallam hal ini bukan bertujuan
untuk menyamakan tingkat penyediaan barang darpjaislik, tetapi atas dasar keyakinan
bahwa populasi berkaitan erat dengan tingkat pegggaan (tujuan utama Inpres untuk
menurunkan tingkat pengangguran). Hal ini dapat jel@skan mengapa sejak awal
program ini, intensitas tenaga kerja menjadi kongmopersyaratan utama bagi pendanaan.
Inpres dapat digolongkan menjddiock grantssekaligusspecific grants
[11.2.2.3 Inpres Bersifat umum (Block Grants)

Inpres yang dialokasikan untuk Daerah TingkatDati | atau provinsi) pertama kali
diluncurkan pada tahun 1974. Maksud dari Inpresid@lah untuk menciptakan keserasian
laju pembangunan antar daerah, keselarasan pemtzngektoral dan regional, serta
mendorong pembangunan yang baru dan berkembanggean Inpres Dati | antara lain
untuk pembangunan dana rehabilitasi sarana prasdragkungan pemerintahan umum,
pekerjaan umum, pertanian perhubungan dan sebagali®ydapat dua kriteria alokasi
Inpres Dati I, yaitu jumlah transfer yang sama uknsetiap provinsi dan kemudian
berdasarkan luas wilayah.

Beberapa Jenis Inpres:

* Bantuan Pembangunan (Inpres Dati I)
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» Bantuan Pembangunan Distrik (Inpres Dati II)

* Bantuan Pembangunan Desa (Inpres Desa)

* Bantuan Desa yang kurang berkembang (Inpres Desadgal atau IDT)
111.2.2.4 Inpres Bersifat Khusus

Inpres yang bersifat khusus aspecific grantderdiri dari beberapa pos alokasi seperti
. Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan, InpregyHfjauan dan Reboisasi, Inpres
Peningkatan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kotamatiyalnpres Pasar.

Inpres Sekolah Dasar dijalankan sejak tahur8l€arget utama dari Inpres jenis ini
adalah untuk wajib belajar anak usia 7-12 tahutylkumeningkatkan kesempatan belajar,
membiayai sarana, prasarana pendidikan dasar, ubfukuan pembangunan dan
rehabilitasi gedung SD, rumah kepala sekolah damu ¢giD, pengadaan buku serta
peralatan penunjang operasional. Kriteria alokasngy digunakan adalah kebutuhan
tambahan ruang kelas atau gedung sekolah berdagarkéah anak usia 7-12 tahun yang
tidak tertampung oleh ruang kelas atau gedung akkghng telah ada, yang dapat
diakibatkan oleh kegiatan transmigrasi atau adggmaukiman baru, renovasi kelas dan
kebutuhan buku pelajaran.

Sedangkan Inpres Kesehatan mulai dijalardeaak tahun 1974. Inpres ini bertujuan
menciptakan pemerataan layanan kesehatan, mendekptdayanan kesehatan kepada
masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehlapres ini digunakan untuk
membiayai pembangunan dan rehabilitasi puskesmasahlr dokter dan paramedis,
pengadaan obat dan penyediaan air bersih. Krijgmgy digunakan antara lain tingkat
kebutuhan obat (per penduduk), kebutuhan pusayg®a kesehatan yang baru (minimal
satu per 30000 penduduk). Dengan kata lain, popoiasjadi salah satu kriteria penting
yang menentukan besarnya Inpres yang didapatkarsabgu daerah.

Inpres Penghijauan dan reboisasi bertujuankumenyelamatkan kelestarian sumber-
sumber alam , tanah , hutan dan air serta menikgkgbendapatan petani. Inpres ini
dimulai sejak tahun 1976. sedangkan penggunaan danaiperuntukkan sebagai
pembiayaan pengadaan tanaman hutan, membuat banganeegah erosi dan berbagai
percontohan pertanian. Bantuan ini termasuk banyaag berbasis proyek. Setiap proyek
yang disetujui berdasarkan atas tiga pertimbangén juas wilayah yang akan dihijaukan
kembali, luas wilayah yang akan dikonservasi ddsukéhan jumlah pegawai lapangan.

Pada tahun 1979 diluncurkan Inpres peningkatdalan Provinsi dan
Kabupaten/Kotamadya untuk pertama kalinya. Inpresbertujuan untuk memperbaiki,
meningkatkan dan membangun jalan provinsi dan katemgkotamadya. Kriteria yang
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digunakan dalam pengaloikasian Inpres jenis irar@ntain jumlah dan kondisi jalan di tiap
daerah, pendapatan daerah, serta kepadatan jalan.

Inpres pasar yang dijalankan pertama kaldapaahun 1976 bertujuan untuk
meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana berusafiapbngusaha kecil dengan sewa
yang serendah mungkin.

Dari data yang disajikan oleh Lubis (2002palt disimpulkan bahwa Inpres yang
bersifat block grants menduduki porsi terbesar dari keseluruhan Inpkéska, untuk
transfer dana pembangunan sistem yang dijalankdonésia dapat dikatakan sudah berada
pada jalur yang seharusnya (Pdotock grantslebih besar dari porspecific grants
Namun jika transfer pembiayaan rutin diikutsertak@eperti SDO) jelas terlihat bahwa

porsispecific grantsnasih lebih besar dari potdock grants

111.2.3 Era Kebijakan Otonomi Daerah

Kelahiran UU Nomor 25 Tahun 1999 (yang kemudigwerbaiki oleh UU Nomor 33
Tahun 2004) didahului oleh perjuangan dan proses)\cukup panjang. Upaya-upaya
pembenahan hubungan keuangan pusat dan daerahdi@tuskan . Tetapi ‘kekuatan’
rezim yang berkuasa sebelum terjadinya reformasintal997 cukup menjadi alasan
mengapa usaha-usaha tersebut tidak pernah tuma®lddu mengalami hambatan. Sampai
akhirnya pada era Presiden Habibie, dan adanyanganoyang kuat seiring berjalannya
tuntutan reformasi, serta timbulnya kesadaran #daarduk membangun daerah dengan
independensi yang lebih proporsional (namun tetaland kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia), akhirnya semangat untuk mealgyimla hubungan tersebut tak dapat
dibendung lagi sehingga lahirlah UU Nomor 22 danT2hun 1999 yang menggantikan
UU Nomor 32 dan 33 Tahun 1956.

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2mimd 999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , dandaukum yang mengatur
hubungan keuangan antara pemerintah pusat darhdsgakah Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antar-dldgangan daerah-daerah yang
berhak mengatur Urusan Rumah Tangganya Sendiritgadgpat dalam Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran NegaraoN1442 (Yani, 2002).

Dalam penjelasan selanjutnya yang terangkdemdblU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999
dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan yang rhabian lahirnya UU Nomor 22 dan
25 Tahun 1999 adalah karena UU Nomor 32 Tahun 18k lagi sesuai dengan

perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan deasasmasyarakat dalam mendukung

Pengaruh transfer..., Irawati, FE Ul, 2008 72



Otonomi Daerah. Dengan kata lain, terjadi kekosorajdbat sebagian besar UU Nomor
32 Tahun 1956 tidak dipakai dalam aktivitas pemahan.

Beberapa kelemahan tersebut antara lain irithan faktor yang belum tepat dalam
menentukan dan menetapkan pembagian dana . Hadrjadi karena tidak adanya dasar
yang jelas dalam penentuan bobot untuk setiap faktmnus perhitungan yang sangat
rumit, serta kesulitan yang dihadapi dalam penguampulata yang diperlukan untuk
perhitungan yang rumit tersebut.
111.2.3.1 Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Berdasarkan UU No 25
Tahun 1999
A. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pekdsarDesentralisasi adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, (PiR)Jaman Daerah, dan sumber
lain yang sah.

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD adalah hasil pajak Daerah, hasibtesi daerah, hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah &iyanyg dipisahkan dan PAD lain yang
sah.

2. Sumber Dana Perimbangan
Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi UnfD@U), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan bagian daerah dari penerimaan Pajak iBlan Bangunan , Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan aalesuwdaya alam. Sumber daya alam
dibagi menjadi SDA sektor kehutanan, sektor pertamghn umum sektor perikanan,
sektor pertambangan minyak dan gas alam.

» Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 25% dagnd?imaan Dalam Negeri yang
ditetapkan dalam APBN. DAU ditetapkan berdasarkambob daerah yang
mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan fiskatadagang diwujudkan dengan
variabel-variabel tertentu yang dapat menjelaskdahcfiskal yang terjadi.

Beberpa ketentuan terkait formula DAU (Mahi dan jaadiko, 2001) :

Mengacu pada kaidah yang ditetapkan oleh UUnd&to25 tahun 1999. DAU
dialokasikan berdasarkan bobot daerah yang dihibendasarkan pertimbangan kebutuhan
dan potensi penerimaan daerah yang diwujudkan da&erapa indikator variabel yang
digunakan untuk memperkirakan besarnya potensikebatuhan suatu daerah. Di sisi

lain, DAU merupakaequalization grant
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DAU menggunakan konsep celah fiskal, yangtdity berdasarkan selisih kebutuhan
dengan potensi fiskal. Hal ini memungkinkan adadgarah yang memiliki bobot daerah
nol atu negatif, namun memperhatikan kondisi goljpada saat itu) dan transfer urusan
dan pegawai dari pusat ke daerah yang masih dalatusstransisi, maka akan sangat
riskan jika terdapat daerah yang sama sekali tidekdapatkan DAU, untuk itu diperlukan
adanya faktor penyeimbang. Namun dalam jangka pgnjeaktor penyeimbang secara
bertahap harus dikurangi.

Menggunakan variabel-variabel yang dipertingbdam dalam UU Nomor 25 tahun
1999, namun tetap membuka peluang penambahan elarigéru yang bersifat
menyempurnakan variabel formula DAU dalam PP Nort64 Tahun 2000 tanpa
menyimpang dari UU itu sendiri.

DAU adalah salah satu sarana yang diharapksainrigsi sebagaequalization grant,
yang dapat menyeimbangkan daya finansial daenma yangat mungkin semakin timpang
dengan pemberlakuan DBH Pajak dan DBHSDA. Dalamasahteknis, diharapkan
formula DAU menghasilkan sebuah koefisien vargesierimaan kapita per kapita yang
kecil . Dalam penelitian ini, diharapkan formula DAyang tepat dapat menghasilkan
konvergensi, bail-convergencetaus-convergencealalam kaitannya dengamonditional
convergence.

Variabel-variabel Penentu Potensi Penerimaan Daerah

Potensi penerimaan daerah dihitung berdasarkamufarberikut
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD (perkiraan) $80 + 1 PDRB Sektor Jasa

Karena pajak dan retribusi daerah sangat itedkemgan sektor jasa, maka variabel ini
sebenarnya merupakan penjumlahan nilai tambah ltato sektor jasa seperti: sektor
listrik, gas, dan air minum, sektor perdagangaotelhdan restoran, sektor perhubungan
dan komunikasi, sektor perbankan dan lembaga kemdagnya.
(2) PBB dan BPHTB
(3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)
(4) Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA)
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Variabel-variabel Penentu Kebutuhan Pembiayaandbaer

Untuk memproksi kebutuhan daerah, maka digamatariabel-variabel berikut :
(1) Jumlah Penduduk

Semakin banyak penduduk, tentu saja semakiyabapelayanan yang harus disediakan
oleh suatu daerah. Untuk memperlihatkan perbedabntkhan antara daerah yang satu
dengan yang lain, digunakan indeks beban pendushdgsi berikut:
(2) luas Wilayah

(3) Indeks Harga Bangunan
(4) Penduduk Miskin

I

i=1 z

Dimana:

yi= pendapatan individu ke i

z= poverty line

n= Jumlah penduduk suatu daerah

(5) Pengeluaran daerah rata-rata
Digunakan untuk mengukur biaya rata-rata pengadasa public di daerah, yaitu
jumlah belanja rutin (gaji dan non gaji) ditambadlamja pembangunan yang dibagi

dengan jumlah daerah.
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Formulasi Perhitungan DAU Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999

1. Fiscal Needs
Fiscal Needs = Average Local Expenditures X pdpglation index + area index |+
Construction price Index + poverty Index)
Fiscal Needs Variables:

a. Average Local Expenditures
b. Area Index
c. Construction Price Index

Poverty Index

2. Fiscal Capacity

Fiscal Capacity = Average Local Revenue X 1/3 (sidal index + naturd

resources Index + Human Resources Index)

Fiscal Capacity Variables :

a. Average Local Revenue

Average Local Revenua = (Local Own Revenueax Revenue Sharing / Number
Local Government)

b. Natural Resources Index

Natural Resources Index = (GRDP of natural res@irGRDP) / (GDP of natura
resources / GDP)

c. Industrial Index
Industrial Index = (GRDP of non primary sectors/ R / (GDP of non primar
sectors/ GDP)

d. Human Resources Index

Human Resources Index = (Local Labor Force / Létgbulation) / (National Labg

=

Force / National Population)

3. General Allocation Fund (GAF)

GAF of a Local Government = Fiscal Needs — Fisag&cities

Local GAF Weight = GAF of A Local Government / GA¥Fall Local Governments
GAF Distributed for a District / Municipally = 90% 25% X Total Domestic Revenue |n
National Budget X Local GAF Weight
GAF Distributed for A Province = 10% X 25% Total Destic Revenue in National
Budget X Local GAF Weight

Sumber: (Dartanto, 2003)
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» Dana Alokasi Khusus.
DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yarajokasikan kepada Daerah untuk

membantu membiayai kebutuhan tertentu.

111.2.3.2 Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Berdasarkan UU No. 33
Tahun 2004

Kehadiran UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999mgetaya diperbaiki oleh kehadiran
UU. No. 32 dan No. 33 Tahun 2004. Beberapa perubdaa perbaikan tersebut antara
lain penegasan prinsip desentralisasi dan dekaasgntpenambahan jenis DBH,
pengelompokan dana reboisasi menjadi bagian daki,Dd¥@rta penyempurnaan prinsip
alokasi DAU, DAK, hibah, dana darurat, pinjaman dafigasi.

Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang yaaigirddalam beberapa urusan wajib
yang harus dituntaskan daerah, konfsegnce follows functionliaplikasikan dalam tataran
idealita. Dalam tataran praktik, hal ini dijalankamelalui mekanisme dan eksistensi
sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daeralasBetan UU No. 32 dan 33 tahun
2004, diformulasikan padanan sebagai berikut:

A. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaantiddisasi berasal dari pendapatan
daerah dan Pembiayaan
B. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapeth Daerah (PAD), Dana
Perimbangan (DP) dan pendapatan lainnya yang dishrUuU.

C Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhiturgegaran daerah, penerimaan pinjaman
daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjueitagdan daerah yang dipisahkan
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajakratia retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daflalai PAD yang sah. Sedangkan
PAD yang dimaksud sah antara lain jasa giro, lpsijualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, pendapatan bunga, keuntungan selihtokar rupiah terhadap mata uang
asing, dan komisi potongan, atau pun bentuk ldiaga akibat dari penjualan dan / atau
pengadaan barang dan /atau jasa.

E. Dana Perimbangan bersumber dari:

» Dana Bagi Hasil (DBH)
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DBH berasal dari pajak dan sumber daya alamnaDBagi Hasil (DBH) yang

bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi damddaman (PBB) , Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Petam#&BiPh) perorangan . Sedangkan

DBH yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDAja&al dari kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak pertambangan gas bumi, dan

pertambangan panas bumi.

Tabe 3.1
Komparasi Bagi Hasil Pusat-Daerah Berdasarkan UU No. 25/1999 dan UU No.
33/2004
Formula 25/1999 Formula 33/2004
Jenis dan Pambagian Pajak | Pusat Daerah Pusat Daerah
1. Pajak Bumi dan Bangunan 10 % 90% 10% 90%
2. Bea Perolehan Hak Atas Tana®0% 80% 20% 80%
dan Bangunan (BPHTB)
3.PajakPenghasilan (PPh) 80% 20% 80% 20%
Perorangan
4. SDA — Kehutanan
-luran Hak Pengusaha Hutan (IHPHR0% 80% 20% 80%
-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDHR0% 80% 20% 80%
5. SDA - Pertambangan Umum
—luran Tetap ( Land Rent) 20% 80% 20% 80%
-luran Eksplorasi dan Eksploitas20% 80% 20% 80%
(Royalty)
6. SDA — Perikanan
-Pungutan Pengusahaan Perikap2@% 80% 20% 80%
(PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan
(PHP)
7.SDA Pertambangan Minyak 85 % 15% 84.5/% 15.5%
8 SDA — Gas Alam 70% 30% 20% 80%

Sumber : UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 33 taHif¥2diolah.
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» Dana Alokasi Umum (DAU)

Besarnya DAU sekurang kurangnya 26 % dari Beaichn Dalam NegeNetto yang
ditetapkan dalam APBN, bersifat sebatdock grantsdengan memperhitungkan celah
fiskal yang didapat dari selisih antara potendidisian kebutuhan fiskal masing-masing
daerah. DAU juga berfungsi sebagagualization grantyang dapat mengurangi
kesenjangan yang sangat mungkin diperparah dendanya DBHP dan DBHSDA.
Perhitungan celah fiskal didapat dari formulastetetu yang sejalan dengan tujuan dan
semangat desentralisasi di Indonesia.

Formulasi DAU Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004
UU No. 33 tahun 2004 memberikan ruang yangupukias untuk memodifikasi dan

menemukan inovasi terbaik terkait formulasi DAU gadapat memenuhi tujuan dan
semangat desentralisasi di Indonesia. Kemandiraarath untuk memenuhi (setidaknya)
standar pelayanan minimum dalam pemenuhan kebupuiaik menjadi isu sentral dalam
isu formulasi DAU, selain isu pemerataan pendapetfisjensi dan keadlian baik antar
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupanpemerintah daerah daldavel
yang sama.

Rambu-rambu yang cukup jelas diatur dalam WJ38 tahun 2004 sebagai berikut:

« Total DAU akan dialokasikan pemerintah ke pemehintderah dengan
memperhitungkan bobot masing-masing daerah retatiiadap bobot seluruh
daerah. Dengan kata lain, daerah denga bobot talggi mendapatkan DAU yang
lebih besar ketimbang daerah yang memiliki bobohgy&ecil. Bobot yang
dimaksud disini adalah perbandingan anféseal gapsuatu daerah dengotal
fiscal gapseluruh provinsi

 DAU diberikan pemerintah ke pemerintah daerah denga@nggunakan konsep
celah fiscal fiscal gap yang didapatkan melalui persamaan berikut:

Fiscal Gap = Fiscal Needs — Fiscal Capacity

Secara teori, daerah yang memiliki celah fiskal atau negatif seharusnya tidak
mendapatkan DAU, namun pada kenyataannya, hal #&lnb dilakukan terkait
pertimbngan politik dan semacamnya, yang akhirnyambuat pemerintah tetap
mengalirkan sejumlah DAU (yang besarannya selaygutfisebut alokasi dasar) kepada
daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengah dan untuk daerah yang memiliki
celah fiskal yang negatif (dan nilai negatif terselebih besar atau sama dengan alokasi
dasar) tidak mendapatkan DAU. Hal ini menjadi Gatatersendiri untuk dapat diteliti

selanjutnya.
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Fiscal Needsdidefinisikan sebagai kebutuhan pendanaan daensihk umemenuhi
fungsi layanan dasar umum dan didapatkan dengagukensecara berturut-turut jumlah
penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstydksaduk Domestik Regional Bruto
(PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan ManUB3i)(

Sedangkarkiscal Capacitymerupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dar
PAD dan DBH.

» Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersurdbar APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memimaehdanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan priNatasnal.
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